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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat
diselesalkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, &

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang balk (goodgovernance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah pral{ték Korupsi, Kolusi, dan MNepotisme (KKN). Hal  ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Kudus, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah mempunyal komitmen dan tekad yarlg kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang-berorientasl pada hasll yang hémpa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan Ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan
tugas, pokok, dan Fungsl sebagalmana tercantum dalam Keputusan Bupatl Kudus
Nomor 061/158/2019 temang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Kudus dan Peringkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapafan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kudus, 3 =

Sebagai media akuntabilitas Kinerja, r;wﬂa]ui laporan Inl dapat diketahui
tingkat efektivitas dan efislensi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah melalul pelaksanaan Program dan keglatan dengan mendasarkan
pada Rencana Keﬁa Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana

Strategis 2018 — 2023 serta yang telan ditetapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
cerdaya guna, berhasil guna, bersih dan ertanggungjawab, maka perlu adanya
pelaporan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerfntab  untuk mengetahul
kemampuannya dalam  pencapaian  visl, misi  dan trjuannya  cdalam
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans! Pemerintah {SAKIP)
dalam rangka membangun Pemerinteh vang Akuntabel dan Terltkur, yaitu
Pemerintah yang mampu mempertanggungiawabkan hasl/manfaat kepada
rnasyarakat gtas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam
mencapal fujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelulaan
Fendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD} melaksanakan
peranggunglawabian kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomar 29 Tahun 2014 tentang Sistern
Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serfa Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Namor 53 Tahun 2014
tentang Petunfuk Teknis Penyusunan Perfarjian Kinerja, Pelaparan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Klneria.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan
informas} perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran
yang tertuang dalam RFIMD 2018-2023, RKPD Tahun Anggaran 2022 dan DPA
BFPKAD Tahun Anggaran 2022. LKjIP juga memberikan gambaran mengena
penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik {Good Governance) vaitu
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKJIP Badan Pengelolzan Pencdapatan, Keuangan
dan Aset Daerah {BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 i,
diharapkan dapat bermanfaat untuk
1. Diketahuiﬁva kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Diketahuinya perkembangan kegiatan vang telah dilaksanakan berlkut hasl|
pengolahan dan evaluasf:



3. 5ebagai upaya perbalkan herkesinambungan bagl Badan Pengalslaaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kineranya di
masa mendatang;

4. Tertibnya administrasi kegiatamn;

3. Bukti pelaporan program dan hasf| kegiatan kepacda Publik.

B. Struktur Organisasi
1.1 Tugas dan Fungsi BPPKAD
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Momor 2 Tahun 2018

tentang Pembentukan dan Busunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
pada Eéll:- It Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Dasrah merupakan Tipa A yang melaksanakan Fungzi
Penunjang Kesuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupatl Kudus Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kabupaten Kudus Bab V (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Agst Daerah) Bagian Kesatu (Kedudukan dan Susunan Organisesi) Pasal
68 bahwa Badan Pengelolaan Fendapatan, Keuargsn dan Aset Daerah
msmpakén unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariz Daerah.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Namor 30 Takhun 2018
tentang Kedudukan, Susunan OCrganisasi, Tugas dan Fungsi sera Tata
Kerfa Badan Kabupaten Kudus yang diubah beberspa kali terakhir dehgan
Peraturan Bupati Kudus Nomeor 71 Tahun 2021, bahwa Susunan Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerzh terdiri dari *

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan :
T. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pslaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
¢. Bidang Pendapatan, membawahkan :
1. Subbid, Perencanaan dan Penetapan;
2. Bub, keordinator Pendstaan dan Pendsaftaran: dan
3. Subbld. Penagihan dan Keberatan.den
d. Bidangy Anggaran membawahkan :
1. Subkid. Anggaran Pemetintahan dan Sosbud; dan



2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
e. Bidang Parbendaharsan membawahkan :
1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
2. Subbid. Belanja Langsung.
f. Bidang Akuntansi membawahkan :
1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
2. Subbid, Akuntansi Pragarana Wilayah Ekonomi dan SDA,
4. Bidang Fengslolaan Aset dagrah
1. Sub Koordinator Perencgnaan dan Analis Kebutuhan Aset Dasrab:
2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan
3. Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
h. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah
Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengsiclaan Pajak daerah

1.2 Tugas dan Fungsl
1. Kepala Badan
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asat Daerah

mempun{fai tugas membantu  Bupati melaksanakan pengelolzan

pendapatan, keuangan dan aset Dasrah yang menjadi kewenangan

Daersh,

Dalam  melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan

Fendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melakeanakan fungsi :

a. parumusan kebijakan Dserah di bidang pengelolaan pendapatan,
keuangan dan asef Qasran;

b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelclaan pendapatan,
keuangan dan asst Daarah;

¢. pengoordinasian  psrumusan  program dan  kegiatan di  bldang
pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;

d. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengslolaan
pandapatan, keuangan dan aset Dagrah;

e. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bldang pengelolaan pendapatan, keusngan dan aset Daerah;

f. penyslenggaraan administrasi Badan di  bidang pengelalaan
pendapatan, kevangan dan aset Daerah;

g penyelenggaraan fungsi kesskretariatan Bagan:

h. pengendalian panyelengparaan fuges UPTD Badan; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai



kefentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh
Sekretaris  yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian
penyusunan  kebilakan Daerah, perumusan  kebljakan  teknis,
pelaksanaan kebijakan, psrencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umuim dan
kepegawaian di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnys Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan
kebijakan taknis di lingkup Badan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana program  dan  kegistan,
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum  dan
kepegawaian,  hukum,  kehumasan,  keorganisasian  dan
ketatalaksanaan di lingkup Badan;

c. pengoordingsian pelaksanaan kegiatan di ingkup Badan;

d. pembinaan dan pembenan dukungan administrasi yang meliputi
pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawalan,
keprganisasian dan  ketatalaksanzan, hukum, kehumasan,
kerumabtanggaan di lingkup Badan,

e. pengoordinasian pelaksanaan  sistem  pengendalian  intern,
pengelolaan Informasi dan dokumentasi di ingkup Badan;

T. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan
pelayanan pengadaan barangfjaza di lingkup Badan sesuai dengan
kewenangannya;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat terdini atas ;

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebllakan, koordinasi dan pslaksanaan kebijakan,
evaluas dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.

2} Subbagian Umumn dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan  kebijakan, koordinasi dan  pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum  dan



kepegawalan;

3} Kelempek Jabatan Fungsional yang dipimpin cleh Subkcordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaparan.

3. Bldang Pendapatan merupakan unsur pembanty Kepala badan YA
berada di bawah dan bertanggung |awab kepada Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aget Daerah dan dipimpln cleh
Kepala Bidang yang mempunyai fugas penyusunan kebijakan Daerah,
perumusan  kebijakan teknis, pengoordinesian dan  pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasl, pelaporan di
bidang perencanaan, penstapan, pendataan, pendaftaran penagihan
dan keberatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan meanyelenggarakan

fungﬁé :

a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
Perencanaan dan Penetapan Fenagiban dan Keberatan pengelolzan
pendapatan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
penstapan pajak Dasrah, pendatsan dan pendaftaran pajak Daerah,
penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak Daerah;

¢. pengoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan
Dagrah tentang Anggaran Pandspatan dan Belanja Daerah serta
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah di bidang
pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan  pendaftaran,
penetapan, sistem prosedur penagihan dan keheratan pengenaan
pajak serta retribusi Daerah:

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
linglup tugasnya;

&. pembinaan teknls pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan
perdapatan; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan olsh atasan sesuai
ketentuzan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pendapatan, terdiri atas :

1) Subbidany Perencanaan dan FPenetapan mempunvai  tugas
melakukan penyiapan bahan perumussn  kebijakan Dagrah,
penyusunan kebijakan teknis, pengoordinazian dan pelaksanaan
kehijakan, pembinaan, fasilfffasi, pemantavan, evalussi  dan
pelaporan di bidang perencanaan dan penetapan



2) Zubbidang Penagihan dan Keberatan mempunya tugas melakukan

penyiapan  bahan perumusan  kebijskan Daerah, panyusunan
kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kehijakan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penaginan dan keberatan.

3} Kelompok Jabatan Fungsfonal vang dipimpin clsh Subkeordinator

Pendataan dan Pendaftaran.

4. Bidang Anggaran mempunyal tugss penyusunan Kebijakan Daerah,

parumusan  kebijakan tsknis, pengoordingsian dan  pelaksanaan

kebijakan, pembinagn, fasllitasi, pemantauan, evaluasi, peslaporan di

bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah,

gkonomi dan sumber daya alam

Dalam melaksanakan ftugasnya Bidang Anggaran menyglenggarakan

fungsl :

d.

penyusunan kebifakan Daerah, perumusan kebilakan teknis o bidang
anggarsn pemerintzhan, soslal, budaya, prasarana wilayah, skonomi
dan sumber daya alam:;

pengoordinasian dan peiaksanaaan kebijakan di bidang anggaran
pemerintahan, sosisl, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan
sumber daya alam;

penyusunan kebijakan Daerah, parumusan ksbijakan teknig di bidang
anggaran belanja;

penyusunan  Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan
Kebfjakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (FPA3) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sermentara (PPAS)

- pengoerdingsian dan penyusunan Rancangan Pergturan Daersh

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Psrubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penfabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja [taerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran
belanfa;

penyusunan pedoman dan pstunjuk teknig petryusunan anggsran



belanja;

. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanjg;

J.  pelaksanaan pemantavan, evalussi dan pelaporan sesual dengan
lingkup tugasnya; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesysf
katantuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Anggaran terdir atas :

i) Bubbidang Anggaran Psmerintahan dan Sosial Budaya mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan psrumusan keblakan Dasrab,
penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, fezilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaparan
di bidang anggaran pemerintahan dan sosial budaya:

2) Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber
Daya Alam mempunysl tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan  kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasiitasi,
pemantauan, svaluasi dan pelaporan di bidang anggaran prasarana
wilayah, ekonemi dan sumber daya alam; dan

3} Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Akumansi dipimpin olsh Kepalg Bidang yang mampunyai fugas

panyusunan  kesbiakan Daerah, perurnusan  kebijgkan  teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinasn, fasilitasi
pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang akuntansi Pemerintah

Daergh dan penyusunan laporan peranggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugssnya Bidang Akuntansi meanyeilsnggarakan

fungsi ;

4. penyusunan kebijakan Dasrah, perumusan kebijakan teknis di bidang
akuntansi Pemerintah Daerah;

k. pengoordinaslan dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan
di bidang akuntansi Pemerintah Dasrak;

¢. mengoordinasikan fasilitasi penyusunan laporan realisasi pendapatan
dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah {APBDY;

d. mengoordinasikan perumusan  penyusunan laporan  semesteran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah (APBD) dan prognasis 6
(enam) bulan berikutnya;

e. mengoordinasikan  perumusan  penyusunan  Peraturan  Dasrah



tentang Perfanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapstan
dan Belanje Daarah (AFBDY);

f. mengoordinasikan perumusan penyusunan Peraturan Bupati tentang
Fenjabaran Pertanggungjawaban FPelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (AFBDY;

g. menyelenggarakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan
Daerah;

h. menyslenggarakan pembinaan dan  pengawasan  administrasi
pengslolaan keuangan Dasrah;

. menyalenggarakan rekonsiliasl laporan keuangan Daerah;

j. melaksanakan pemberian paringatanfeguran atas keterlambatzn
laporan pertanggunafawaban fungsional;

k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Akumtansi terdiri atas :

1] Subbidang Akuntansi Pemerintzhan dan Sosfal budaya mempunyat
tugas melakukan penyiapan bahan psrumusan kebijakan Daerah,
penyusunan kebijakan teknig, pengoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan, pambinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi  dan
pelaporan di bidang akuntansi pemerintahan dan sosial budaya;

2} Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber
Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evalussi dan
pelaporan di hidang akuntansi prasarana wilayah, skonomi dan
sumber daya alam; dan

31 Kelompek Jabatan Fungsional,

&. Eldang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas - penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian dan pelaksanzan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pamantzuan, evaluasl, pelaporan di bidang perbendaharaan pada
belanja tidak langsuny dan kas Daerah, zerta balanja langsung.

Dalarn melaksanakan tugasnya Bidang Parrendaharaan

menyelenggarakan fungsi:



a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan dan psnatausahaan keuangan;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaaan  kebhijakan di  bidang
perkendaharaan belanja tidak langsung dan kas Daerah, sertz
belanja langzung;

¢ pengoordinasian dan fasilitasi penstausahaan kevangan,;

d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan
kauangan Daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengsiolaan
utang Daarah;

e. pengoordinasian, fasiitasi, pembinaan dan psngendalian bidang
perbendaharaan;

I. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada
Ferangkat Daasrah;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup ugesnya; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Eklang Perbendaharaan terdiri atas ;

1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai
tugas melakukan penylapan bahan perumusan kebijakan Daerah,
penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksansan
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaperan
di bidang belanja fidak langsung dan kas Dasrah:

2) Subbidang Belanja Langsung mempunyal tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan Dasrah, penyusunan
kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluesi dan palaporan di bidang
belanja langsung; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Pengelolsan Aset Daerah dipimpin olsh Kepala Bidang yang
memﬁ-un'].rai iugas penyusunan kehijakan Dasrah, perumusan kebijgkan
teknis, pengoordinaslan dan pelaksanaan kKebijakan, pembinaan,
fasilitasi, pemantausn, evaluasi, pelaperan di bldang penatausahasn
aset Daerah pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah,
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah
manyelenggarakan fungsi -



a. penyusunan kebifakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelclaan barang milik Daerah, retribusi pemakaian kekayaan
Daergh;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan
dan analisis kebutuhan aset Daergh, penatausahaan aset Daerah,
pemberdayaan dan perubahan status hukum asat Daerah:

€. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan barang
milk Daerah;

d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
Daerah;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknls di bidang pengelclaan aset Dacrah:

f. pelaksanaan pamantauan, evalussi dan pelaporan sesual dengan
lingkup tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Aset terdini atas :

1) Subbidang Penatausahaan Aget Daerah mempunyal tugas
melakukan penyiapan bshan perumusan kebjjakan Daerah,
penyusunan kebijakan fsknis, pengoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah:

2) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset
Dagrah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumugan
kebijakan Draerah, penyusunan kebijakan teknis. pengoordinasian
dan pelaksanaan kebifakan, pembinaan, fasilitasi, pemaintauan,
svaluasl dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perubaban
status hukum azet Daerah; dan

3) Kelompok Jabatan Fungslonal yang dipimpin olsh Subkoordinator
Ferencanaan dan Analisis Kebutuhan Asst Daerah.

8. UPTD Pengelola Pajak Daerah merupakan unsur pelsksana tugas
teknis operagional danfatau kegiatan teknis penunjang terlentu di bidang
pengelolaan pajak dasrah. UPTD Pengelcla Fajak Daerzh dipimpin oleh
Kepala Unit yang mempunyai tugsas:

4. Merumuskan rencana stralegis, program kerja dan kegiatan serta
anggaran UPTD;

b, Menyiapkan kongep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak
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daerah berdasarkan peraturan petundang-undangan yang berlaku
ssbagai bahan arahan operasionsal kegiatan UPTD:

. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program
vang telah ditetapkan;

. Menslaah, mengkaji dan menyelesaikan pemmasalahan di bidang
pengelelaan pajak daerah;

- Melaksanakan verifikasi Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan {EFHTE);

Melaksanakan pelayanan terhadap pemmohanan Salinan  Surat
Pemberitahuan Fajak Terhutang (SPPT);

. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pangelolaan
pajak daerah serta penystoran hasil pemungutan retribusl ke Kas
Daerah, sesual paraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF)
pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Mslaksanakan pengelolaan adminfstrasi umum, ketatausahaan,
keuangan, administrasi kepegawaian UPTD:

Melaksanakan penyedizan data dan informasi di bidang pengelolasn
pajak dasrah;

. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prastas| kerja pelsksanaan
tugas bawahan secara berkala melalli sistern pentlaian yang
tersedis,

Menyusun laperan pelaksanasn tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambllan kebijakan:

. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengalclaan pajak
dasrah;

. Manyampaikan saran dan pertimbangan kepada atesan baik lisan
maupLn terfulis; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sotara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengeltiaan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana
tercantum dalam Gambar 2.7,
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Gambar 2.1.
Strukiur Crpanisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Dacrah Kabupaten Kudus
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Sumber : Peratran Bupati Kudus Mamor 71 Tahun 2001

L. Aspek Strategis dan Permasalahan Wtama
Isu-isu  strategis merupakan bagian penting  delam  proses
penyusunan rencana pembangunan daerah, Identifikasi isu yang tepat
dan bersifat strategis dimaksudkan agar pelayanan perangkat daerah
mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan apa yang dibaraplsan
aleh masyarakat dan pengguna layanan. Isu strategls berdasarkan tugas
dan fungsi dipercleh gambaran pelayanan perangkat dagrah.

Isu- Isu strategls Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Keuangan daerah, mekanlsme penganggaran yang tepat
sagaran dan langsung menyentuh pada kepantingan masyarakat luas,
sebagai untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
anggaran

2. Feningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribus! dalam rangke
peningkatan Pendapatan Asli Daserah (PAD)

3. Tranparansi informasi dan penggunaan Teknologi Informasi (IT)
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi
data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggarazn
layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah
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4. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan aset-aset daarah.

Adapun permasalaban utama Badan Pangelclaan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Dasrahb antara ialn @

1

2.
3
4

Belum optimalnya PAD

Ketepatan waktu panyelesalan tahapan/proses penganggaran daerah
Belum tertlbnya pengajuan SPM sesual ketentuan

Ketepatan waktu penyelesalan tahapan/proses pelaporan keuangan
dagrah

Belum optimainya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengzamanan
aset daerah

Ditetapkannys Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah menyebabkan pengelolaan keuangan

daerah rnengalami psrubahan yang signifiken  disisi pengaturan

klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang semula terdiri

d

afl belanja langsung dan beianja fidak langsung barubah menjad

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja
transfer.
Beberapa regulasi yang mendasari kinerja BPFKAD adalah sebagai

b

1.

erkut :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kavangan
Antara Pemerintah Pusat dan Psmerintahan Daerah yang menjadi
dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak
dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut saat ini
masih dalam pembahasan bersama DPRD dalam rapat kerja
Ransus.

Peraturan Menterd Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Téhun 2016 Tentang Pedeman Pengelolaan Barang Milik Dasrah
Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 80 Tehun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanasn Pembangunan
dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Mamar 77 Tahun 2020 tentang
Fadaman Teknis Pengelolaan Keuangan Dasrah

Paraturan Manteri Dalam MNeger Repubiik Indonesia Nomor 47
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, Dan Felaporan Barang Milik Daarah

Peraturan Menteri Dalam MNegeri tentany Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapaian dan Belanja Dasrah yang ditetapkan setiap
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fahun enggaran,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuedus

8. Peraturan Bupatl Kudus Memor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan AFBD

9. Paraturan Bupati fudus Momaor 42 Tahun 2022 tenitang Peta Jalan
Elekironifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-
2025

10.Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 temtang Standar
Harga Saftuan

11.Peraturan Bupati Kudus Nomeor 28 Tahun 2022 tentang Anaiisa
Standar Belanja

Kinerja Pelayanan Perangkat Dagsrah

Badan Pengelalaan Pendapaian, Keuangan dan Aset Deerah Kabupaten
Kudus merupakan salah satu perangkat dasrah yang meambantu Bupati untuk
merumuskan kebijakan keuangan dasrah, menyusun anggaran dastah, meanyusun
laporan keuangan Pemerintah Daerah serta mengelola pendapatan daerah dan
keuangan dagrah. Azas umum pengelolaan keuangan dasrzh yang telah menjadi
komitmsn Pamarintah Dasrah Kabupaten Kudus adalah keuangan daerah dlkelola
sgcara teriib, taat pada peraturan psrundang-undangan | sfsktif,  sfisien,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam AFBD yang
satiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. AFPBD merupakan instrumen
yang mshjamin tarciptanya disiplin dalam proses pengambllan ksputusan dengan
kebllakan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam memberikan pelayanan kepads pemangku kepentingan meliputi
Perangkat Daerah, waijib pajak dan wajib retribusi dan kalangan masyarakat serta
dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
{EFPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman
Standar Peglayanan, Dalam menyusun Standar Operasional Prossdur (SOP),
BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014
tantang Pedoman Penyusunan S0F di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus.Secara garis besar pelayanan BPFKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Fsilitasi dan keordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola
Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah,
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0.

1.

12,

13.

14.

15,

16.

17

18.
18.

Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain | Pajak Hofef, Restoran, Hiburan,
Reklame, Fajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan,
Pajal Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (FBE) dan Pajak Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (EPHTE).

Pendataan obysk dan subyek pajaks retribus| yang baru.

Pendataan, penllaian dan pznstapan PBB Perdesaan dan Perkotaan,
Pendigtribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak,
Pembinaan kepada wajib pajak yvang melanggar Perda bekerjasama dengan
Satpol PP.

tMelakokan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
terkait pendapatan daerah.

Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan ran¢angan
FPerubahan APBD

Merskap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA
FPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Penibahan APBD.
Penyusunan Surat Edaran Bupati tertang Petunjuk penyusunan rencana
kepiatan anggearan { RKA } AFBD maupun Perubahan APBD sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.

Fenyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan psnyusunan AFBD
maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD).

Fernyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembeahasan
TAPD untuk dikiim ke DPRD sebagai hahan pembahasan.

Fenyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat
Paripurna DPRD.

Fenyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada
Rapat Paripuma DPRD.

Melaksanakan urugan di bidang Psrbendaharaan dan Otorlsasl sesuai dengan
Faraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran. Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Fengeluaran dan Pembantu Bendahara
Fenerimaan

Melaksaanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP},
Sural Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerpitan Surat
Perintah Pencairan Dana {SP2D).

Marmbuat register SP2L dan panjagaan reallsasi SF2D.

mMenerbitkan Surat Penyedlaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.
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20, Menerbitkan SF2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah,

21. Meneliti dan mengolah mulasi psrubahan gaji PNS, penerbitan  Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel g&ji, 9aji terusan dan
uang dukafwafat.

22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Patunjuk Pelaksanaa JUKLAK) APBD,
Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.

23, Pambinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrast kepada SKPD

24. Memfasllitasi dan merealisaslkan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak
Pusat dan Bagi Hasil Fajak Provinsi sarta Bantuan Gubernur

25. Fasilltasi Tuntutan Parbandaharaan dan Tuntutan Santi Rugl {TPTGR)

28. Melaksanakan urusan di bidang skuntansi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Z7. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem |nformasi Keuangan Daerah
{SIMDA} kepada SKPD

28. Fagilltas memhuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD

29. Melaksanakan rekonslliasi pendapatan dan belanja SKFD

3. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan

31, anyusunaﬁ Laporan Triwulanan Realisasi APBD

34, Fenyusunan Laporan Semesteran Realisasi AFED

33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APRD.,

34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan,

33. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

38, Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Fenyusunan Ranperda
Partanggungjawaban Pelgksanaan APBD ke DPRD.

Calam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, BPPKAD
malaksanakan -sistem pengelolsan keuangan yang yang berbasig teknologi
irformasi sepedi SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan, SIMDA Aset, seiain ity
tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, BPPKAD
melzkasankan pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat digntaranya
Pafak Bumi dan Bangunan (e FBB) ads 2 apfikast yaity Sim PEB der Sisrmviog,
pafak Bea Perofehan hek afas Tanah dan Bangunan fa_BPHTE}, Surat
Pemberitahuan Pajalr Dasrah (e_SPTPD) Sistem informasi Geografis (SIG) dan
Sistem Aplikasi Tansh (Siaplita), Simpalda ¢ Sistern informasi Fandapalan
Daerah), Sim Aset. Sim BMD | e-Tracking. Sim RKBMD dan SISWAIPDA (Sislem
Informast Status Wajib Pajak Daerah) Semua sistem pelayanan berbasis elektronik
diharapkan memudahkan QPD dan masyarakat mengakses dengan cepat dan
tepat
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D. Landasan Hukum

i.

Peraturan Menteri Fendayagunsan Aparsfur Neqara dan Reformasi
Birokragi Mamar 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pefjanjian
Kinera, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pernerintah:

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahon 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah {RPJMD)
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Kudus Momor 31 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pamarintah Daerah (RKFD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjp Badan
Pangselnlaan Psandapatan, Reuangan dan Aset [aerah Kabupaten
Kudus:

Rencana Sirategis {Renstra) Nomor 050, 1337 2025.01/2019 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Hencana Strategis Satuan Kea
Perangkat Daerah Tahun 201B-2023 DOi Lingkungan Badan
Penhgelolzan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Dasrah Kabupaten
Kudus.

E. SISTEMATIKA

Penulisan LKj/P Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
Dan Aset Dacrah Kabupaten Kudus distsun dengan sistematika yang
mengacy pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 fentang
Fetunjuk Teknis Ferjanjan Kinerja, Pelaporan Kinera dan Tata Cara
Reviéw Atas Laporan Kinerja Instanst Pemerintah, sebagai berlkut;
BAB | FENDAHULUAN

&. Latar Balakang Masalah
Struktur Crganizasi

b
¢.  Aspek Strategis Organisast dan Permasalahan Utama
d. Landasan Hukum

e

Sistematika
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BAB || PERENCANAAN KINERJA
a. Rencana 3trsategis
b. Rencana Kinerja
¢. Perjanjian Kinerja

BAB IIl AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kineria Drganisasi
b. Analisis Capaian Kinerja
c. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTLIP
a. Kesimpulan

b, Rekomendasi
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BAB II
Perencanaan Klnerja

A. Rencana Strateqis
1. Visi dan Misi
Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Madem, Releglus, Cerdas dan Sejahtem.
Misi 2, Mewujudkan pemerntahan vang semakin handal untuk peningkatan
pelayanan publik.
2. Tujuan dan Sasaran
keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1 Keterkaftan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Vil © Wisi Kudus Bangkdt Menuju Kabipetan Modern, Reeqlus, Gardas dan Sejahtera

Misi ¢ Mewfudian pemerintahan yarg semakin handatl vk peningkatan pelavanan publik

Tujuan Sasaran Indikator Target Tahuman Target
Sagzaran | Akhlr
IHU Renstra

2018 2018 1 2020 2021 1 022 T I0E3

Meningkatkan | Meninghatkan Faslo i
Kemandirian | Kermandiran Kemandinian 18,18% | 1660% | 1670% | 16,83% [ 16,94% L7, D45

Keuangan Keuzngan Kevangan
Caerah | Daerch Daerah
Kuzlitas LKFD
Ec:ffanr:;gn 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Parmerittah
Daerah)
M
Pfgmgmm Eﬁi’iﬁgﬁﬁn L% | 434% | 301% | 325% | 325% | 3,29%
PAD per tahun
Meningkatmya Inclaks
Kualitas Fengedolzan

Pengednlaan Keusmgan dan | 0% | 9230% | 93.40% | 93,60% | 93.70% | 54,00%

Kevangan dan | Asat Daerah
Aset Daerah

Meningkatnya | Nilal Evalueasi
Akuntabilitas SAKIP

Klnerda
Ferangkat
Emerah

75 75 &l,1 an.2 a0,3 304

3. Kebljakan, Stategi dan Program
Program dan Keglatan vang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD}
dalarm hal inf Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
berkaltan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sesual Peratyuran Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Kudus
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Tahun 20182023 yang merupakan acuan dalam penyusunan Renstra

Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Keglatan Badan Pengelolaan
Fendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebljakan OPD

Sasaran - Strategi Kebijakan
Menlngkatkan Peningkatan Adapun kebljakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yalty :
K¥emandirian pengeizlazan keuangan | 1. Kebliakan Pendapatan Daerah
Kauangan Daerafy daerah yang - Optimallsasi pendapatan dengan memperhatlksn upaya-
transparan dan upaya pemulhan ekonoml pasca  pandemi  guna
Meningkatmya PAD | akuntabel mendukung konduslvitas palaksanaan berusaha
- Memantzpkan dasar hukum polaksanzan  kebijakan
Meningkatnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Kualitss Pengelolaan - Menyusun kafian potensi secara bertahap atas masing-
m@“ﬁan dan Aset masing jenis pendapatan
e - Melakukan pendatean dan penyesualan nlital abyek pajak
bardasarkan kewajaran harge sesuai ketertuan yan
ntabliftas Klnesja ) s . . -
Perangkat Deerah Mengembatghkan jaringan si infermasi pendagatan

Melakukan kerpasama dengan pemangku  kepentingan
guna optimalisasi pendapatan dasrah,

2. Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian  belanja  dengan memprioritaskan
pemanuban belanja wajib, mengikat dan pricritas,
Cipricritaskan memblayal program can kegiaten unduk
rerdukung pencapaian arget dan sasaran pambangunan
daerah dan Indlkator Kinerja Permda dan IKU OPD,
Belanja daerah diarahkan pada upaya pemulihan dampak
pasea covid-19 yaity pemulihan industd, parwisata dan
investasl  melalui program penfngkatan dan
pengemnbangan perindustdan, parlwlsata dan penanaman
rnodal.

Peformasi sfstemn kesehatan naslonal, reformasl  slstem
perlinduregan soslal dan mefammasi sistern ketahanan
benmna.

3. Kebljakan Pambizyaan
Kebijakan penerimaan pemblayaan yang akan dilakukan

terkalt dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran
pemblaysan  daersh  men=kup penyestman rmodal
{Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda,
Dalam hal ada kecenderungan terad defislt anggaran,
harus diantisipas! kehljakan yang akan berdampak pada pos
penerimaan pembiayaan daerah.

4. Kebijakan Lmum Akuntans|

Pertsanggungjawaban keuangan yang eflsten, transparan
dan akuntabel

Berpedonian pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAR)
vaiW] merupakan dasar pengakian, pengukuran dan
polaporan atas aset, kewallban, skuitas pendapatan,
Balanje dan pembiaysan serta laporan keusngan
Mewujudkan  keseragaman  pengakuan  pengukuran
maupun pelaporsn darl semua transaksi yang eriadl pads
entltas pelaporan SKPLYPPKD

Menfamin bakhwa laporan  keuangan  pemerintah
kabupaten relevan dan andal dapat dimengerti oleh
petggura  laporan keuangan dengan meminimalkan
tedadinya  bias  terhadapn  pengungkapan  komponen
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laporan keuangan
5. Kebljakan penoelclazn asst daerah

- Optimallsasi pengelolaan dan pemanfaatan aset wntuk
mendukung penlnghkatan pendapatan

- Mendayagunakan aset-aset daereh dan yang belum
timanfaatkan untuk dikelola atay dikerjasamakan
dengan pihak ke tiga

= Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah {BMDY
dengan tertib administrasi, transparan, akuntabal, efisien
dan efektlf dari perencanaan, pengekolaan, pemanfaatan
dan pencgayasan

Tabel 2.3 IKU BPPKAD Tahun 2022

Tujuan Sasaran Indilmtor Sasaran | Satean Targek 1
- Meningkatkan - Raslo Kemandirian
KemandIian Kevangan Keuangan daerah ] 16,34%
Daerah
- Kualitas LKFD L 0%
- Meningkatnya - Peningkatan PAD L) 3 7m0
PAD per tahun !
- Menlrgkatmya - TIndeks
kualitas Fengedslaan
pangekilaan Kauangan Dasrak 2y 03, 70%
keuangan
deerah
«  Milai Evaluasi - Nial Evaluasi Skare a0 3
SAKIP SAKIR d

B. Perjanjlan Kinerja

Adalah tolok ukur keberhasllan organisasi dan menjadi dasar penilaian
dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun vang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan
Perjanjian Kinerfa vaitu

1. Akuntabilitas, Transparans| dan Kineria Aparatur;

2. Wujud nyata komitmen;

3. Daszar penilalan, penghargaan dan sanksl:

4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;

5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif
ransparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 telah
meifakukan peranjian Kinerfa dengan Bupati sebagal berdkut ;
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Tabel 2.4
PERJANIIAN KINERJA BPPKAD TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINER1A TARGET
2 3 4
El::;gggﬂéaanefhmandlrEn Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 16,9405
Kualites LKPD 100G
Meninghatrya PAD mﬁntﬂ reningkatan PAD per 3,25%
Meningkathya Kualltas Indeks Pengelolaan keuangan dan
Pengelolaan Keuangan dan | Aset Daerah 93, 70%
Azt Daarah
Meningkatiiya Alentabilitas | Nilal Evaluzsi SAKIP a0 3
Klnarja Perangkat Dascrah !
Indilcaror Kinerfa (Program/Kegiatzan) Target
Indeks kepuagan masyarakat atas kineta Perangkat Daerah 83,5
Jumilah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 15 Dok
Jumnlah dokumen administras! dan pelaporan keuangan yena tersusun | 29 Dok
sesuai standar
Jumiah ASM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 6 Crang
Jumiah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 171 Jenis
Jumlah meubel, perlangkapan dan peralatan gedung kantar 19 Unit
Jumilzh Penvediaan Jesa Panuniang 3 Jenis
Jumiah Barang Mk Daerah Penunjang Urusan Pernerintahan Daerah | 184 Ui
yann terpalihara
Indikator Kinerja ProgramyKesiatan Target
Persentase KaglfTkasi dan kode rekening belania yang sesual 100%
ketentuan peraturan perundang-undangan
Jurmiah dokumen penyusuman renvoana anggaran daersh 8 Dok
Faslo tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan paraturan 10054,
petundang-undangan
Jumizh dokumen akuntansi dan pelaperan kevangan dasrah 7 Dok
Capaian reallsasi pembeyaran belanfa Perangkat Daerah 95%
Jumlah dekumen SP2D dan laporan pengetolaan perbendaharaan 3 Dok
caerah
Perencanaan, pengelelaan dan penyaluran bantuan keuangan, dana . 1 Tahon
daryrat dan dana bagl hasil Kahupaten
Fersentase jumlah koreks! audit BPK terhadap total aset vang dimiliki | 95%
Pemerintsh Dasrah
Jumiah dokumen pengelolaan Barang Milik Daetah 14 Dok
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BPPKAD

Persemntase realisasi PAD 100%%
t Jumiah dokumen pengelsiaan pendapatan daerah 59 Dok
No | ProgramyKeglatan Indikator Kinerja Target Anggaran
1 Pengelolaan Pendapatan | Persentass realisasi PAD 100% 2.237.513.000
Oaerah
2 Pengelodaan  Keuangan | Persentzse klasifikasi dan | 100%6 1.073.173.000
Daerah - kode rekening belanja yang
sesual ketentuan peraturan
perundangy-undangan '
Capaian realisasl | 95% 115.500.000
peMbEYErEn bedanga
Petangkat Dasrah
Rasio tahapat penyusunan | 100% 500,427,000
LKPD  sesuai  ketentuan
peraturan perungdang-
undangan
Belania Transfar 250.039,918.000
3 Penoelolaan Barang MIllk | Persentase jumlab koreksi | 959 3.515.055.000
Diaerah teudit bPK terhadap total
asek yang dimiliki Pemdsg
4 Penunjang Urusan | Indeks Kepuasan | B35 20.436.265.000
Pemda Masyarakat atas kinerja

C. Istrumen Pendukung

Dalam melaksanakan tupoksinya, BPPKAD melaksanakan inovasi-inovasi sebagai
upaya menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan pemerintahan yang
sernakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik antara laln :

I, SISWAIPDA (Slstern Informasi Status Waiib Fajak dan Wajib Retribusi

Daerah}

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pendapatan
mempunyal tugas penyusunan  kebljakan teknis, pengkoordinaslan
pemblinaan, fasllitasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi rendapatan

daarah,

- Kondisi saat ini, belum ada integrasi pajak daeral dengan pelayanan

perijinan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam  memberlkan
pelayanan kepada masyarakat.
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- Koordinasi yang diharapkan dengan terintegrasinya pajak daerah dengan
pelayanan perijinan dapat membearikan pelayvanan kepada rasyarakat
lebih efektlf dan efisian,

Tujuan dengan adanya aplikasi SISWAIPDA ada integrasi sistem perliinan

dengan data base pajak daerah sehingga dapat mendongkrak PAD,

Manfaat Aplikasi SISWAIPDA antara lain ;

a. Meningkatkan efisiens] dan efektivitas implementas! SOF pelayanan pajak
daerah.

b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelayanan pengelclaan
pajak dan refribusi daerah.

¢. Mermumlahkan dan mempercepat proses konfirmasi status wajlb pajak
dlaerah bagi masyarakat,

. SIM-RKBMD (Sistern Informasi Rencana Kebiutuhan Barang dan Pemeliharaan

Barang Milik Dagrah)

Dalam metaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aset antars lain

adalah menyusun recana kebutuhan BMD  dan rencana  kebutuhan

pemellharaan BMD, pengajuan wsul pemanfaatan dan pemindahtanganan
kebutuhan  BMD  vang memedukan persetujuan  Bupati, mengatur
pemanfaatan, pemusnzhan dan penghapusan kebutuhan BMD.

kondisl saat inl, penyusunan RKMD belum sesuai dengan rencana kera dan

masih dilaksanakan secara manual. Kondisl yang dinginkan peryusunan

RKMD} dan rencana kebutuhan pemeliharean BMD sesual dengan rencana

kerja dan' dilaksankan dengan sistem aplikasl {SIM-RKBMD?,

Tujuan aplikas] SIM-RKEMD adalah SIM-RKBMD dapat dimplementasikan

guna meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran daerah.

Manfaat SIM-RKBMD antara lain :

1. Membantu Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualltas perencanaan
anggaran dzerah

2. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan manajermen
aset daerah khususrya dalam penyusunan RKBMD dan pemeltharaan 8MD

3. Masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah
dalam penyusunan RKBMD dan pemeliharaan BMD.
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BAB I1I
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerjs
keglatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan progrem dan keglatan vang sesuai dengan sasaran dan
tujuan vang ditetapken. Akuniabllitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah perwujudan untuk
memperanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2022 tergambar dalam tinglat pencapalan sasaran yang dilaksanakan
melalul berbagai kegiatan sesual dengan pregram dan kebifakan yang ditetapkan.
Adapun skata nilal pengukuran capalan kinerja yang digunakan adalah sebagai
berikut ;

Tahkel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
No. Skala pengukuran capaian kinerja Kategor]
1 >90,1% Sangat tnggi
2 FhUg - 900G TIngagi
3 65% - 75% Setlang
4 50,1% - 65% Rendah
5 = 50% Sangat Rendah

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengukur keherhasllan dari suatu Eujuan
dan sasaran sirategis Perangkat Daerah guna memperbaikl kingrfa yang telah
ditakukan. Secara urmum Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Caerah (BPPKADY Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
{(Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten
Kudus Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPIMD Kabupaten Kudus Tahun
2018-2073. Keselarasan Renstra BPPKAD dengan RPIMD terkalt dengan Misi ke 2
adalah mewujudkan pemerintahan yang semakin handal unbuk peningkatan
pelayanan publik, yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daersh.
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Pengukuran target kKinerjz dat] sasaran strategis yang tefah ditetaplan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasl kinerja.
Realisasl Capaian Indikstor Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dapat diukur dengan
indlkator Kinerja Utama menggunakan formula perhltungan sebagal berikut :

Tabel 3.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Mo Sasaran Indikator ' Fermula Penghltungan |
1 | Meningkatkan Rasio ¥emandirian FAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain- |
Kemandiran ¥euangan | Kevangan Dagrah lsin Pendapatan Dasrah yang sah dikali |
Dagrah L00%
Kualitas Laporan Hasil Rerviu Inspektorat
Kauangan
Pesrerintah Daerah
(LKPD)

2 | Meningkatnya Persentase PAD Tahun i dikurangi PAD Tahun lal
Pendapatan Asli peningkatan PAD per | dibagi PAD Tahun lalu dikall 100%
Daerah {PAD) tahun

3 | Menmingkatnya Kualitas | Indeks Pengelolazn | Jumish targel program dibzgl jumtah
Pengalolaan Keusngan | keuangan dan program dikali 100%
dan Aset Daerah AsetDaerah

4 | Maningkatnya Nilal Evalugsi SAKIP | Hasil evaluasi dari Inspekiorat
Akortablitas Klnerja
Ferangkat Daerah
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1, Perbandingan target dan realisast pengukuran capaian kinerja tahun ini sebagaimana tabel 3.3 sehagal berikut :

Tabel 3.3
Realisas| Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Prasantxe Capaitn Target “"d:ﬁ'“i:
Mo. Sasamarn Strakegis Tarjst Raalisasd Prosentme Katagori] Capaian Tabun tertiadap Masional ::erha:d
Indfkator Kinerja Capaian Sebelunuya Target Akhir {2022} Tam;"
. [2023) Maslowal
(¥}
1. Martiugicetkan Kemandiren 16,545 21,02% 134 [ Sangs 184, 49% 1 92% -
Keuangan Daerah Eﬁu Eemarndidan Kewangan Tirae!
Erf
2 Kuatas Laporen Keuangan m::m 140 100% ?I.?"'ga_t 0¥ 100 - -
Pameintah Daevah (LKPE) frEm req
"3, | Meningkatnya Pendapatan | Persentace peningkatan PAD per 31,7500 17, B -21,14% Langat 240, 15%: -2k, 18% -
sl Ciaersh {PRGY whum Remkih
4 Meningkatnya Kualilaz Endek=s Pengekalzan keuzngan a3, /0% O bX%h 103%,0% Saroat 103,11% 102 Gkt -
Pengelolaan Keyangen dan | dam Aset Doeralt Tinggi
Aset Daerah
[~ 5. | Meningkatmya NUz| Evaluas SAKIP B0.30 7749 96,59% Sarwat 7, 12% o6, A% -
Blurahilitas Kinerja rillal Tiryoi
Parannkal Daeran
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Berdasarkan hasll tabel 3.3 pencapaian indikator Kinerja utama Badan
Pengelolzan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2022,
disimpulkan bahwa dar 5 indikator kinerja, 4 indikatar tercapal, dengan kategori
capalan sangat tinggi, dan 1 indikator kategori sangat rendah capaiannya
dikarenakan pada penatapan target Rensira {2018-2023} BPPKAD menyesuaikan
irend realisasi tahun sebelumnya dan post major dampak pandemi covid 19.

Sesual dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 BPPRAD melaksanakan Mis 2 yaitu
Mewujudkan pemetintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan
publik dengan menstapkan 5 sasaran strategls yaitu :

a. Menlngkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Capaian |
Indikato | Prosentas Proseftas terhadap ;
Sasaran I Target Realisas, g Eg:ﬁz':“ Target
Strategls Kinarja i Lapaian Akhir
Sebelumn Renstra
e {2023)
Menirgkatka Rasio 16,94 | 31,02% 124,05%: 154, 43% 156,22%
n Kemandirian %
Kemarwdlrlan Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Kualltas 100 100 1H% 100% 100%3
l.aporan Memad
Kedangan al
Pamerintah
Daarzh
{LKFCY 1
¥ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kerandlrlan keuangan daerah menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mendanal kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat mellul pendapatan asli dagrah. Dengan kata fain,
besar  tingkat
ketergantungan daerah terhadap pendanaan internal dibandingkan dengan sumber

kemandirian  keuangan daerah  menunjukkan  seberapa
pendanaan ekternal {pendapatan transfer). Hal ini juga menggambarkan
kemampuan daerah dalam menggall dan mengglola sumber daya atau potensi
daerah yang dimlikinya secara efektif dan efisien sebagal smber utama keuangar
daerah vang berguna untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerntahan di
daerah. Kemandirlan keuangan daerah dapat dilthat dari perbandingan pendapatan

asll dagrah (PAD) tarhadap pendapatan transfer dan |ain-lain pendapatan daerah
vang sah.

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasl folal pendapatan daerah mencapai
Rp. 1.980,781.072.843,00 atau sebesar 97,11% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp. 2.039.641.707.48%,00, Pandapatan tersebut paling besar bersumber darl
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Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.562.610.365 077,00 selanjumya PALD sebesar
Rp. 416.454.707.765,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Dasrah Yang Diplsahkan
sehesar Rn. 10.688.535.585,00 dan terakhir Lain-fain Pandapatan Daerah Yang Sah
sehesar Rp. 1.716.000.000,00, Realisast tersebut menunjukkan tngginya
ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer dengan
proporsi sebhesar 78,89%, kontribusi PAD sebesar 21,02% dan Lain-1ain Pandapatan
Daerah Yang Sah 0,09%. Berikut tabel rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD
terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 pada lampiran Pendapatan Ash
Caerah (PAD).
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Tabel Rata-rata Perbumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2022

WOMOR URATAN Realisas!
LRLIT 7014 {Rp) 2020 {Rp} 2021 (Rp) 2022 (Pp) v f3)
1 2 5 & B 6 7

1 PEMDAPATARN 2,090,430,364,413,00 2.014.962.476.485 2.141.964,999,077 1900701072833 | - L41

1.1 PERDAPATAN ASLI DAERAH 343,824.122.858,00 363,884,186.229 S07.428.207.154 416.454.707.766 8,64

11.1 | Pendapatan Pajok Daerah 175,762.587 500,00 126 240,575 956 148,636, 766.296 167.300.451,315 10,23

1.1.2 Hasil Retribusi Baergh 200158 445 046, 00 18,493 582 321 25,754 628,245 247070970244 9,25

1.1.3 | Hasil Pengekalaan Kekayaan Daetah vatg Gipisahkan 5,277.166.654,00 8.704.409.157 8,371,225.490 10.690.535.585 5,89

1.1.4 | Lam4ain Pendapatan Asi Daerah yang Sah 188,725.520. 364,00 230.445.618.735 29.665.586.523 212.667.744.622 9,50

1.2 DANA PERTMBAHGAN 1.290.060.004.624,00 1.183.590.147.771 1583 .40]0.630.92] 1.562610.5650277 78

1.2.1 | Bagi Hasi PajaisBagi Hasil Bukan Pajek 209.525.165.309,00 H16-675.209.702 1.103.367.377.471 618681058811 { 165,06

1.2.2 | Dana Alokssi Umum 851 036,584 00,00 757,057 370,000 180,123.303.457 741,118.81B.482 74,73

1.2.3 | Dana Alkasi Khusus 237,498.255.324,00 205, B16. 564070 - 202.810.687.778 ¢

1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN GAERAH YANG SAH 448,596,236,921,00 447.488.142.484 51.046.111.000 1.716.000.000 F - 61,82

1.3.1 | Pendapaten Hibah 70.026.529.527,00 B8.685.410.000 5,541 000000 1716000000 | - 54,29
Cana Bagi Hasl Pajak datl Preving dan Pematkniah ) } _

13.3 | o iy 154 196.848.554,00 133.004.610.484

1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonoml Khusus 193.143.514.800,00 B9.301.426,000 - - -
Bantuan ¥euvangan dani Pravinsi atau Pemeringah i . ]

13.5 | paorah Lainnya A1.175.849.004,00 8.673.2395.000

26 Pendapatan Lainnya _ 147 5734561040 45 505,111,000 - .
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¥  Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Caerah (LKPD)

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan {SAP).

Laporan Keuangan BPPKAD telah memenuhl ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2002 antara lain memuat .

- Laporan Realisasi Anggaran {(LRA)

- Meraca

- Laporan arus kas

- Catatan Amas Laporan Keuangan (CALK)

Dengan demikian capaian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  telah
memenuhl SAP (100%). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mendapatikan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian PWTPY dari BPK. Predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan
telzh disusun dan telah diperlksa oleh BPK wajar menyajikan hal material, posisi
keuangan dan arus kas sesual dengan SAP.

b. Meningkatnya Pendapatan Asli Dasrah (PAL)

! Capalan
Indikator . .\Frosentaze Prgm";“ terhadap
Sazaran Kineta Target | Realisasi{ apajan E_rzll‘:ﬂ:“ Target
Strategls Sebelumn | AKhIr
Rensira
L {2023] |
Meningkathya Persentase 3,25% - -21, 1449 FH, 15% -21,1B%
PFendzpakan peningkata 17,89
Asli Daerah n PAD per %h
{PALY tabn

Dalam upaya penlngkatan PAD, Pemerintah Kabugaten Kudus memperimbangkan
tingkat dava saing daerah yang mendukung terwujudnya iklim berusaba yang
kondusif di dasrab dengan ttdak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia
Kebijakan peningkatan PAD ditempuh  melalui
penyederhanaan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribuse

ussha dan masyarakat,

daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, meningkatkar
pengendalian dan pengawasan serta mendayagunakan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 vang meliputi pajak daerah, retrlbus]
daerah, hasll pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain FAD yang
sah terealisasi sebesar Rp. 416.454.707.766,00 melampaul target sebesar

Rp.10.832.255.766,00 (102,67%) dar tarpet sebesar Rp. 405.622.452.000,00.
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Kenalkan PAD s=ebesar 102,67% dipercleh dar
Rp.167.300.451.315,00 {106,53%]), Retribusi
Rp.24.797.978.244,00 (84,17%), Hasil Pengelolaan KeKayaan Daerah Yang
Dipisahkan sebesar Rp. 10.688.535.585,00 (100%), dan Lain-lain PAD Yang Sah
sebasar Rp. 213,667.744.622 {102,51%), tetapi jika dibandingkan reallsasi PAD
tahun 2021 dari sebesar Rp. S07.167.074.77500 ada penurunan sebesar
Rp. 90.712.367.009,00 (17,89%). Penurunan ini disebabkan antara lain cleh tidak
tercapalnya Hasil Retribusi Daerah {84,17%). Hasll retribusi daerah tidak tereallsas]
karana adanya permohonan keringanan dari Waiib Retribus! dl Pasar Kliwon.Selain

Paiak [kaerah
Dasrah

sehasar

sehesar

iU diakibatkan turunnya penerimaan BLUD RSUD dr. Lockmono Hadi, Penerimaan
RSUD sempat naik pada Tahun 2020 dan 2021 akibat adanya penggantian biaya
penangaman Covid-19 dari Pemerintah Pusat ysng secara rate-rata lebib tinggi
dibandingkan dengan tarif dl daerah, Sedangkan pada Tahun 2022, dengan semakin
melandainya kasus Covid-19, dan tidak adanya biaya penggantian dari Pemerintah
Pusat, pendapatan BLUD pun fkut turuen,

c.  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian
Indlkator ]Prosentam] F';m".““ terhadap
Sasaran Kinet]a Targat Reallsas tapalan apaian Targeat
Str i i Tahun -
ategts Sebelum Akhir
a ny Renstra
. {2023}
Menlngkatnya Indeks 9z,70% | 96,52% | 103008  102,11% 102,68%
Kualitas Pengelolsa
Pengelolzan n
Kevangan dan keLiangan
Aset Daarah dan Aset
Eraerah

Kualltas Pengelclaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator, Pada Indikator
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BPRKAD tahun 2022 didasarkan pada
angka maksimum capaian hdikator kinerja ditetapkan 100%. Cara menyimpulkan
hasll pengukuran kinerja adalah menggunakan formulasi penghitungan jumlah
reallsasi target program {anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset) dibagi
jumiah program dikall 100% diperoleh angka rata-rata.



d. Nilai evaluasi SAKEP BPPKAD

Capalan
Indikat Prasentas| | oo | terhadap
Sasaran ar Targat Realisasl eCapalan ETaE::llan Targat
Stratagls Kine Akhir
i sebetumn | AKhIr
ya (2023)
Meningkatry | Nilad 0,30 77,8 86, 53% 07,12% 96,87
B Evaluasnt Hilal 9
Akuntabilitas JAKIP
Einetja
Perangkat
Trazrah

Dari Indlkator nllal evaluasi SAKIP BPFRKAD massih menggunakan realisasi tahun

2021 dikarenakan pada tahun 2022 masih dalam proses oleh Inspektorat kabupaten

Kudus.

Pencapaian kinerja dari kelima sasaran strategis tersebut di atas, tidak

terlepas dari capalan pelaksanaan program-program dan  keglatan-keglatan

sebagal berikuk ;

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program f Keglatan/ Sub Indikat Target | Realisas] Capalan
No Kegiatan - 9 (%)
PROGRAM PENUNIANG
1. Indeaks kepuasan 23,57 24,30
URUSAN PEMERINTAHAN masyarakat ataskinerja Indaks Indeks | 105 BE%e
DAERAH perangkat daerah !
KABUPATEN/HKOTA {BPPKAD) _
Perelicanaan; Jumiah dokomen 15Dok | 15Dok | 100%
Penganggaran, dan Perancansar,
Evaluasi Kinerfa Panaanggaran dan Evaluast
Perangkat Daerai Perangkat Daerah
Penyusunat Dokurnean 100 %
¥ Jumiah dokumen perencanaan 4 Dok 4 Dok

Perzncanaan Perangkat dan pelaporan Perangkat
Daersh Caerah yang tersusun sesuai

standar
Evaluas! Kinerla Perangkat Jumiah dokumen evaluasi 2 Dok 3 Dok 100%
Ciaerah danlaparan kinetja PD yang

tersusun sesuai skandar ]

H I

Admiinistrasi Keuangan TFurials dokumen sbok | apok | 100%
Parangiat Paarah admiristrast gan pelaporan

ReLagan
Pemyediaan Gaji dan Jumlah ASH pererima gali dan 24 ASN 29 ASH 1003
Tunjangan ASH tunjangan
Pemyediaan Adminlstrast Jumnlzh pengelda 14 orarg b 14 oran 10095
Pelaksangan Twgas ASH keglatan/keuangan PO 9 i d o
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah dokurmen administrasi 2% Dok -9 Dok . 10085
dan PengujianverifTkasl keyangan
Keuangan SKPD
Adeinistras Xeiriah ASN yary slenghiat 6 Orang | 4 Orang 88,57 %a
Kepegawaian Perangkal poandiditcan dan peliatiften
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f2asraf forrmal
Fandidkan dan Pelatiban Jumfah ASM yang BE, 670G
Pegawal Berdasarkan Tugas kemipetensima meningbat & orang % prang
danfungsi
Admiristrasi Limoum Jumiah dokurren 1005
Paraagkat Dasralh pangaiclaan umimm dan =7 Dak 57 Dok
Kepagauwalan Vamy Lorsusun
sesu;l.:l.fsrandan
Penyediaan Kompohen Jumlan komponen instalas _ ] 51,679
Instalasl Listrik/Penerangan Astrlk/panarangan bangunan 24 Jenis | 22 Jenis
Bangunan Kantor kantor
Pemyedizan Peralatan dan Belanja Bahan/Alat Tulis Kanknr 70.37%
Perlenakanan Kantss g1 Jenls 57 Jenis
Petyediaan Peralatan Fumah Jumlah penyed|aan paralatan . . 00,91 %
Tangga rumshtangga 33 Jenis 30 Jenis T
Pemyediaan Baban Logistk Jumlah bahan logistik kantor 14 Jenls 14 Jenis 1005
Kantor
Pamyedizan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan 17 Yenls 14 Texic B2,35%
dan Penggandaan pENggEndazn
Penyedizan Bahan Bacaan Jumlzh bahan bacaan dan 3 tanls > ariis 1004
dan Peraturan Perundang- peraturan perundang-undangan
undangan e
Feryelarggarzan Fapat Tersedianya blaya patjalanan sEkali | 35 Kaf 10H
Koordinasi dan Konsultas| dinas koordinasi dan kansultzs
SkPO
Pangadaan Barang Milik Jurmialy pangadaan mebal, 10 Unlt | 10 Unt | 152/63%
Daeralt Pentiniang perfengiapan dait
rirsan Panrerfmtan meraistanianter
Baarah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Pengadaan 33 Unit 29 Uit 1090 &
Frasarana Cedung Kantor Ferlengkapandan Peralatan
atay  Bangunan Laibnya Kantar
Penyediaan Jasa Jurlah fas3 penninfans 17 17 100%G
Panunjang Urusem urusan pemerinizhan
Pemerintatan Daerah dzarah Drang | Orang
Penyediaan Jasa Surat Jumilah penyedizan meterai - 160%
enyurat dan penalriman surat, paket, 2 Jenis 3 Janls
dokumen
Panyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jas= komunikasi 10404
Sumber Daya Alt dan Listrik 12 Bulan | 12 Bulan
Penyediaan Jasa Palayanan Jumiah penyediaan Jasa untuk 17 17 10080
i Urnum Karmtor PHO dan Tenaga Kontrak Crang Orang
Pemeliharaan Bareng Jumial Barang Millk Daeral 184 170 | 5%78%
Milik Daeraly Penunfang Fanurifang Urusan UHiE s
Hrusa Permeriotahan Pemerintahan Daorall yany
Daerah terpelihara
Fernyediaan Jasa Femeliharzan, | Jumlah pambayaran 129 Uriit 55 Unit d4Z,64%
Bigya Pemedharaan, pajakfpemeliharaan kendaraan
Fajak, dan Perizinan dinasfoperasioant
Kendaraan Dinas Operasional
ataulapangan
Femelharaan Mebel Jurnlah mebeleur yang Jipelihars| {5 Unit {5 Unit 100%
Pemelnaraan Feralatan dan Jurnlah peralatan kerja yang 100%
Mesin Lainnya diperbaiki 10 Unit 10 Unit
Pemeliaraans Rehabllitzs| Jumilah Perlengkapan dan 30 Unit 20 Uit 10055
Sarana dan Prasarana PeralatanGedung Kantor yang
ecdung Kantar atau terpellbara
Bangunan Laintya
PROGRAM PENGELQLAAN Persentase klasifikasi dan 100 160 106004
KEUANGAN DAERAH kode rekening belanja yvang persen persen J
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sesual ketentuan peratueran

perundang- undangan
Capaian realisasi g5 26.17 o0, F1%a
pembayaranbelanja PO persen per'ﬂn
104 100 100 %%
Raslo tahapan panyusunan
LKPDsesual ketentian persen | persen
peraturan gerundang-
undangan
Jurnialh Pakinmen § Dok & Dox I00%
Noorddinas! dan ok |
Penyusunat Rencana Anggaran Daer
Angqgaran Paerah
Jumiah dokumen KA dan Z Dok 2 Dok 0%
Koordinasl dan Penyusunan PRAS
Kua dan PPAS '
- Jumlah dokumen 2 Dok 2 Dok 2erga
Koordinasi dan Pamyusunan
Perubatian KUA dan Perubanan | Perubehan KUAdan PPAS
FPAS - — . . - ammma
Koardinasi dan Penyusunan Jurnlah Dakumen 2 Dok 2 Dok R
Peramiran Baerzh tentang Peraturan Dacrahdan
APBD dan Petaturan Kepata  { Peraturan Bupali tertang
Daerah tentang Penjabaran APBD
APBD 7
Koordinasl dan Penyusunan Jumitah dokumen 4 Dok 2 Dok FIi)
Peraturan Dasrah tentang Perubahan Perdadan
Perubahan APED dan Peraturan| Perbup APED
Kepala Daerah tentang 'I
Fenjabaran Perubahan APED
Koordimass datt Jumish dokuiten 12 Dok | 1F Dok 100%
Perbendaharasn Dasrah laporan realisas
Bafania Parangiat
Daeraf —_
Koordinas dan Pengelaiaan Kas) Jumilah keerdinasi ke 3 Kail 3 Kall 1%
Diaerah pusakfke provins
70 70| %
Koordinasi, Fasllitas!, Asistensi, | JUTWaR Laporan dana Laporan
Sinkronisasi, Supevis, transfer yang tervarifikasi Laporan
Montaring dan Evaluasi
Pengelglaan Dana
Perimbangandan Dana
Transfer Lainnya _
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah SP2D yang sesuzi £054 lSDF;gEDE 44, 2%
Laporan Reallsasl Penerimaan | standar SP2D
dan Pengeluaran Kas Daetah,
Laporan Allran Kas, dan
Pelaksanaan
Femungutan/Pemaokongan dan
Pemyetnran Perhitungan Ahak
Ketiga (PFK) .
Penyusunan Petunjuk Tekmis | Jumilah dokurmen 15 Dok 4500k 120%
Adrninkstras! Kevargan yang Perbupy SK/PKSterkalt bidang
Berkaitan dengan Penerlmaan | perbendaharaan
dan Pengeluaran Kas s2rta
Panatausabkaan dan
Pertangauigjawaban Sub
Kegiatan
Jumtah sostalisasi juknls dan & Kali & Kall 10004

patunjuk tevbaru bidang
perbendsharsan
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' Jirmiah Laporarn takhapa 1 Dok I Dok 100%%
Koordinasl m:: . penyus L KPD
dair Pelaporan Kepangan
Daaral
Koordinasi Penyusunan Jumilah Dokurner
Laparan Pertangqungjawaban | Pertanggungjawaban 1 Dok 1 Dok 1%
Palaksanaan AFBED Bulanan, Pelaksanaan APRD Eulanar,
Triwllanan dan Semesteran :_IFrIwIL;IEnE?n dan Semesteran
Konsolldas| Laporan Kevangan |- ckumen Laporan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1fok | 1Dok 100%,
¥euangan Pemerintah Dagrah
¥oordinasi dan  Penyusunan |Jurmlah dokumen Ranperds,
Rancengan Peraturan Oaerah |Perdadan Perbup ternzmlg 3 Dok 3 Dok 190%
tentang Pertangaungiawaban Eﬁrgﬁnggungjawahan Pelaksanaan
Pelaksaraan  APBD  Provinsd
dan Rancangan  Peraturan
Kepala Daerah kentang
Penjabaran
Pertanggungfawatan
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/kota
Penyusunan  Kebljakan dan [Jumlah dokumen Perbup tentang
Panduen Teknk Operasional |Kebijakan Akuntansi Pemerintah 1 Dok 1 Dok 10U%
Penyalengoaman Akuntansi |Dasmah
Pemerintah Daerah
Panyusunan Sistem dan Jumlah dokumen Parbup Sistern
Prosedur Alsuntans! dan dan Frosedur Akuntans) 1 Dak 1 Dok 100%
Pelaporan Kewargao Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Fervrfang Lirgsan Jerifalt doktimen laporan
Kewenangan Pengelolaan | pengelalzan keoamgan 12 Dok . 12 Dok 10%%
Daeral Haerak
Analisls Ferancanaan dan Bantuan Keuangan
Penyaluran Bantuan L Tahun | 1 Tahun 100%,
Keoangan
Egehlian Cana Darurat dan |Dana Darurat LTakat | 1 Tahun $00%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil  [Dana Bagi Hasil Kahupaten :
mbupﬁtﬂnfﬁntﬂ 1 Tahun 1 Tahun 100
PROGRAM PENGELOLAAN |Persentase jumlah koraksl
BARANG MILIK DAERAH  |auditBPK terhadap total aset | _ 95 99,94 | 105.2%
: yang dimiliki Pemarintah persen | persan

Daarah
Pangeioizan Barang Mk | Jumifal Laporan Pangelalaan ok
Peryusunan Standar Harga Jurmlah dokwmen 55H, ASB dan

AHSP {Analisa Harga Satuan 3Dok ;2 Dok 06,574

Pakarjaan]
Pemyusunan Standar Barang  [Jumiah Dokumen Standar Belanje
Mk Caerah dan Standar dan Standar Kabutuhan BMD 1 Dok 1 Dak 100%
Kebutuhan Barang Millk :
Daerah i
Fenyusunan Kebsjakan Jumiah dokumen Perbup tentang '
Pengelolaan Barang Milik Kebijakan Pangelolaan BMD 1 Gk L Dok 0,00
Dastab i
Penatausahaan Bafarng Millk  |Implementasi dan Fasilitasi ;
Facrah t 34 0PD | 34 QPO LO0%s
Fengamanan Barang Milik Jumlah BMD vang dilaksanakan  : 1385 1445 104, 230
Daerah PENGAMAanan !I Pensertifi- + Pensartifi- y

Y katan katan
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Jumizh dokumen Appraisal

Fenllgian Barang Mk Dasrah 1 Dok 3 Dok A
1 1 o Ir| \

Pengawasan dan Pengendalian |JUmiah Laporan ioney Hap Ilap T
Penyelolaan Barang MIllk Pengelolaan BMD
Daerah
Optimalisasi PEnggunaan, Mengopbmalkan Penggunaan, T ek 1 Dok 10075
Pemanfaatan, Pemanfaatan,
Pemindahznganan, Pemindahtanganan, Pemustahan,
Ramusnahan, dan Penghapusan| §2n Penghapusan Barang Milik
Barang Millk Daerah Daerak _ .
PROGRAM PENGELOLAAN |persentase realisasi PAD pgmﬁen 102,67 | 102,67
PENDAPATAN DAERAH persen | %o
pandapatan Dagralt EL
Perencanaan pengelolaan pajak %%%?Bgenrﬁmen Perencanaan I Dok 1ok 100Fa
daerah
Anallsa dan Pengembangan é-%réu%n dokarmen kafian pajak I Dok L ok 100%%
Pajak Daerah, sertaPenyusunan
Kebljakan Pajak Deerah
Penyeharluasan Kebijakan Pajak sosialisasl kebijakan pajak taerah
Daerah
Pemyediaan Sarana dan Jumilzh Sarana dan Frasarans 1Paket | 1FPaket 100%
Prasarana Pengelolasn Pajak | Pengelolaan Pajak Daerah
Paersh
Pendataan dan Pendaftaran | Jumlzh Data Wailb Pajak Dasrah | 15000 égﬂﬁp 102,51
Objek Pajak Dacrah Baru OPFWP w
Pangolahan, Pemeliharaan, dan |Jumiah laporan pengeinizan basls | 1 Dok 1 Dok 100%
Pelaporan Bagls Data Pajak dats pajak daerah
Daerah ]
Penlisian Pajak Bumi dan Jumiah Obyek PBE P2 dan BPHTB | 160p | ZDOF 12586
Bangunan Perdesaan dan var dinllzi
Perkotaan {PBBFZ} serta Bea
Perokehan Hak atas Tanahdan
Bangunan {BPHTH)
Penetapan Wajit Pajak Daeran |Jumiah Dokumen Penetapan 399000 %DEF %Eﬂrﬂ_

Wajlb Pajak Daerah Cok
Pelayanan dan Konsultas! Pajak |Jumiah WP yang mendapatkan  BDDD Frek 15911 161,32
Daerah pElayaran rek e
Penelitian dan Verifikasi Data | Jumlah Laporan tahunan 1 Dok 1 Cok 100%:
Pelaporan Pajak Daerah peneltiandan verlffkasi data

pelaporan pajak daerah
Penaglhan Pajak Daerah lumilah kaporan pengelolaan 1 Dok 1 Dok 100%

_ piutang pajak daerah

Penyetesaian Keberatan Pajak | Penyelesaian Keberatan Bajak 50 . nIcElD T LB
Dazrab Daerah Dokumen WHIEn
Pengendallan, Pemeriksaan dan | Jumiah laporan pelaksanaan 1 Dok L Dok 150%
Pangawasan Fajak Dacrah pengendallan , pemeriksaan dan

pEngawasan pajak daerah
Pernbinaan dan Pengawassn  |Jurnian [aporn pembinaan dan 1 Dok 1 Dok 100%
Pengelolzan Retrlbusi Daerah  |pengawasan pengelolaan retribusi

daerah 1
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2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tabun 2020 sampal dengan Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir

2020 2021 2023
NO Tujuan/ Sasaran Indikator Kinarja ) . o .
Target { Realisasi | Capaian | Target |Realisas | Capaian | Target Realisasi | Capalan
L | Meningkatkan Kemandirian rasha kemandiran keuangan 16,700 | 21,029 | 12408%| 1683 | 3104% | 184,93% | 16,%4% | 21,02% | 124,08%
Keuangan Daerah Daerah o
2. Kualitas Laporan Keuangan 100 100 100% 100 100 100 % 100 100 10005
Pemesintah Daerah {LKPO} mermadai | memadal
3, Meningkatmya Pendapatan Persentase peningkatan PAD par 3,01% 11,65% | 387.04%| 3,284 | 32,18% | 590,15%: | 3,25% =17.89% =21 149%
Asli Daerah (PAD) @hun .
4. Meningkatnya Kualitas Indeks Pengelolaan keuangan 93,40% | 99.89% | 10694%( S3,60 | D058 102,11 | 93,70% [ 9652% | 103,009
Pengelalaan Keuangan dan dan Aset Daemh
Aset Dacrah )
E, Meningkatrmya Akuntabliitas Nilai Evaluasi SAKIP 21 | 72,88 o0.08% | 80,2 7789 o972 80,2 F7,.B0 0,89
nilal

Kinetja Perangkat Daerah




Pada tabel 3.4 Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2022 dibandingkan dengan capalan kinerja

Tahun 2021 terhadap Target BPPKAD adalah sebagai berikut

Pada sasaran strategis meningkatican kemandirian keuangan, kontrlbusi realisas|

PAD terhadap Pendapatan Transfer, tahun 2022 dibandingkan reallsasi PAD Tahun 2021,

tontrfbusl PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 416.4594.707.766 atau {21,02%) menurun

dibandingkan realisasl PAD tahun 2021 sebesar Rp. 507.243.117.542 atay (31,04%)

terhadap total pendapatan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kemandirian kevangan daerah ;

- Proporsi Pendapatan Transfer masih paling besar (78,89%) dalam struktur APRD
Kabupaten Kudus., Hal Ini menunjukkan masik fingginya ketergantungan keuangan
daerah terhadap Pendapatan Transfer. Komtribusi PAD dalam mendukung pendapatan
daerah masih sangat kecil (21,02%).

- Dalam menetapkan target pendapatan, belum disertal dengan kajianfanalisa potensi
pendapatan, hanya berdasarkan tren kenafkan pendapatan per tahun.

- Belum optimalnya pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMDY  untuk
menghaslkan pendapatan bagt daerah,

Strategi vang akan datang :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggali sumber-sumber PAD potensial
melalul penerimaan yang bersumber darl pandapatan pajak dan retribusi daerah.

- Menyusun kajianfanalisa potensi pencapatan secara bertahap baik potensi pajak
daerah, retribusi daerah dan lain-lzln pendapatan daerah vang sah bekerjasama dengan
pthak ketiga.

- Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah BUMD dan BLUD dengan
pembinaan pengelolaan keuangan dar aset daerah untuk menghasilkan pendapatan
daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemarintah Daerah (LKPD)

Salah satu indikator kualitas akuntablitas kevangan dilihat dari Opin| BPK atas penyajian

Laporan Kevangan Pemerintah Daerah. Opinl BPK secara bertingkat terdirl darl dari - Tidak

Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat {TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP} dan

yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemer|ntah

Daerah (LKPD) yang telah disusun BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 antara laln memuat

- Laporan Realisas| Anggaran (LRA)

- Neraca

- Laporan Arus Kas {LAK)

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALIQ
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Dllakukan Oleh Badan Pemerikse Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah guna memenuhi
ketertuan tersebut di atas. LKPD Kabupaten Kudus pada tahun 2021 merperoleh Oplni
BPK Wafar Tanpa Pengecuallan {WTP). Perciehan Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten kudus dapat diyakin kewajarannya,
relevan dapat dipaham] dan berkualitas oleh BPK, sedangkan LKPD Kabupaten Kudus
Tahun 2022 masih dalam proses.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah {PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD} vang mellputi pajak daerah, retrlbusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah @hun 2022 dari

target  sebesar  Rp.405.622.452,000 terealisasi  sebesar Rp.418.701.0798.580

(103,22%).Capaian realisasi tersebut disurnbang oleh pajak daerah sebeosar (106,77%),

hasil pengalolaan kekayvaan daerah (100%;) dan lain-lain PAD yang Sah {103,504},

sedangkan retribusi daerah hanya terealisas| sebesar (83,55%).

Permasalahan vang dihadap! untuk peningkatan PAD antara lain :

- Pandemi Covid-19 berdarnpak terhadap berbagal sekior perekonomian, khususrva darl
sisi penerimaan pajak daerah, meskipun tahun Inf pandemi covid 19 sudah melandai
dan sudah menunjukkan perbaikan ekanam,

- Keterbatasan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah..

- Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak dasrah

Strategi yang akan digunakan untuk peningkatan PAD :

= Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebifakan pemungutan pajak daerah dan
retriblisi daerah, memperbaild proses dan kualitas perencanaan pendapatan secar
terukur, diantaranya penyesualan NIOP PEB P2, serta melakukan inovask-inovasl sepert
pemberian kemudahan pembayaran pafak melalui Bank Jateng, di tap-tiap kecamatan,
imelakukan pemasangan tapping box yang diteinpatkan di cash register di Hotely
Restoran yang relatif besar.

- Meminimalkan kebacoran-kebocoran perdapatan pajak dacrab/ retribusi daerah
dengan pemanfaatan teknolagi informasi, PENErapan metcde non tunal dalam transaks;
pendapatan daerah dan monitoring dan evaluast secara berkala,

- Peningkaten kapasitas kompetensi SDM melalul pendidikan dan pelatthan teknis sepert
Bintek/ Diklat tentang perpajakan, bintek pengelolaan keuangan daerah.

- Melakukan koordinasi dengan Instanst terkait/ pembentukan Tim dalam meningkatkan
pengendallan dan pengawasan aktivitas perpajakan salzh satunya dengan Badan
Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan  serty menerapkan kebifakan
penggunaan perangkat elektronik perekam transgksi {tapping box) dalam pengawasan
pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburar,
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Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capalan kinerja padé sasaran strategis 3, meningkatmya kuallias pengelalzan keuangan
daerah mengalami peningkatan. Tahun 2022, dari target sebesar 93,70% ralk sebesar
96,52%, Dibandingkan tehun 2021 ssbesar 93,40%. Hal tersebut karena didukung reguiasi
yang ada, komitmen dari pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan anggaran
dengan transparan dan akuntabel serta aplikasi informasi slstern kewangan yang handal,
meskipun saat ini masih menggunakan aplikasi SIMDA BPKP dan SIPD Kemendagrl,

Milai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilal evaluasi SAKIF BFPKAD Tahun 2022 belum tereallsasi dikarenakan
masih dalam proses evaluas] cleh Inspektorat Kabupaten Kodus. Untuk nllal SAKTP Tahun
2021, dipercleh hasll 77,80 meningkat dibandingkan nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 72,88

1. Petbandingan realisasi indikator serta capaian kinerja tahun 2022 dengan
target ranstra tahun 2022.

Tabel 3.5
Capalan Kinerja tahun 2022 dengan target renstra BPPKAD
Mo| Tujuan/ Sasaran Indikater F'{I':;g;; Realisasi Ca::ian Tingiat
Wpua iner Kemajuan
Kinerjs 227 M2z Kineria mj
Meningkatkan Rasig [ 16,94% | 21,02% | 124.08% Sangat
Kemandirian Kemandidan Vlglals]
keuangan Daerah Keuangan
Daarah
Kualltas LXPD 100 Prosaes Proses Prases
memacdai
Meningkatnya PAD Persentass 3,25% -17.89% [ -21,14% Sangat
penlngkatan rendah
PAD pat tahun |
Meningkatnya Indeks L o93,70% | 96,52% | 103,000 Sangat
Kualitas Pengelolaan | Pengelolaan a{glns]
Kayangan dan Aset | keuangan dan
Daarah Acat Daaran
Meningkatnya Mitai Evaluasi 84,20 Proses Proses Proses
Akuntabllitas Kinetja | SAKIF hllal
Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target Renstra
2022 vang ditetapkan BPPKAD dalam mencapai indikator kinera tahun 2022 dengan
kategor sangat tinggi karena beberapa hal diantaranya adanya dukungan dan kemitmen
dari pimpinan dan seluruh staf BPPKAD untuk berkinerja terbalk, serta didukung
pendanaan, sistem/aplikas! berbasls taknologi dan dukungan darl semtia stakeholder.
Mamun disisi lain maslh terdapat beberapa pemasalahan antara lain kurangnya kompetens
S0OM pangelola keuangan,/pajak.
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Menindaklanjutl keterkaitan realisasi capalan kinerja nasignal, BEFPKAD melaksanakan
keblakan dari Kemenierian Keuangan yaltu kebijakan fiskal yang dlarabkan untuk
optimalisasi penerimaan negarg, penerimaan pajak, peningkatan kualitas perencanaar,
penganggaran dan pelaksana anggaran seerta Kualltas pengelola kekayaan negara.
Kebijakan tersebut, ada di program dan kegiatan BPPKAD.

Selanjutnya keterkaltan dengan realisasi capalan kinerja BKAD Provinsl Jawa Tengah,
melaksanakan IKU !

1 Persentasa laporan keuangan daerah berbasis akrual dengan rget 100%

2 Persentase aset dasrah vang yang dikelola dengan baik dengan target 100%.

Untuk pendapatan daerah diampu gleh Badan Pendapatan Dagrah Frovins Jawa Tengah
tersendin, tidak termasuk fugas pokok dan fungs! BKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai perbandingan kinerja vang sefara dengan kinerja BPPKAD Kabupaten kudus
adalah BPKAD Kabupaten Patf, dilihat dari IKU dan PAD

MNo IKU BFFKAD Kab. Kucus IKU BPKAD Kab. Pat

1 Meningkatnya Kemandiian  Keuangan | Meningkatnya  kualitas  pengelolaan

Daerah keyangan daerah

2 | Meningkatnya PAD ' Meningkatrya PAD
3 Meningkatnys Kualitas Pengelolzan
keuangan Daerah

4 Meapingkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Sebagai perbandingan kinerja indikator meningkatnya PAD, BPPKAD Kabupaten Kudus
dan BPPKAD Kabuaten Pati sebagal berikut:

PAD Kabupaten Kudus FAL Kabupaten Patl
2017 366,031,207 000 2017 [ 428.374.751.000
2018 337.364.609.000 2018 384.041.850.000
2019 343.824.122.000 2019 363.824.130.000
2020 383.854.186.000 2020 371.741.589.000
2021 507.428.207.000 2021 388.644.537.000
2022 418.701.070.000 2022 | 362.514.604,000
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2. Keberhasllan realisasi kinerja seerta capaian kinerja tahun 2022

_ Taheal 3.6
keberhasilany/kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022
Mo Tujuan/Sasaran Indikator Target Realizas] % Capaian
Kinera
1 Meningkatkan Pasio 16,039, 31,045 140,95%
kermandirian keuangan | kemandirian
daerah keuangan
daerah
Kualitas LKFD 100%0 Proses !
2 Meningkatniya FAD Parsentase - 3,255%6 -17,59% | 21,145
peningbkatan
PAD
3 Meningkatnya kualltas | Indeks 93,60% 95, 58% 106,94%
pengelolaan  keuangan | Pengelolzan
daerah Keuangan
Daergh {IPKD)
4 Meningkatmya Milal  Ewaluasi | 80,2 Proses
akuntabilitas  Knerja | SAKIP
Perangkat Daerah L |

Fenyebab keberhasllan pencapaian kineria
Capalan kinerja BPPKAD masuk kategorl sangat tinggi antara lain disebabkan karena:

1.

3.

Adanya dukungan dan kamitmen dari Fimpinan dan seluruh staf untuk berkinerja terbaik
sesual dengan peraturan perundang-undangan

Dukungan dad semua stakeholder (Pemda, masyarakatiwajib  pajak/instansi
vertikalfBLUMD dan SKPD)

Panerapan elektrm_'liﬂkasi transaksi pendapatan dan belanja dasrah.

Wamun disisi laln masih ada permasalaban-permasalahan diantararya

1!

2.

3,

Kurangnya kampetensi SDM di bidang keuangan dan perpajakan
Kurang akurasinya data perencanaan dan penganggaran
Barang Milik Daerah (BMD} belum tercatat dalam Daftar Inventaris aset Pemda.

Terhadap permasalahan tersebut, upaya vang dilakukan adalah :

1.

Mengusulian pemenuhan formasl ASN dengan kompetensi yang dibutubkan kepada
BKPP dan meringkatkan kapasitas S50M dengar mengirim Diklat/Bintek,

» Meningkatkan kualltas perencanaan dan penganggaran melalui pengelolaan data yang

baik dan terintegrasi.
Melakukan Inventarisasi BMD secara periodik dan sertifikasi tanah Pernkab.
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3. Efislens| Panggunaan Sumber Daya

1.

Ketersedlaan SDM

Jumiah total pegawai BPPKAD per 31 Januari 2022 sebanyak 89 orang terdiri dari
73 orang PN, 1 vrang PHD dan 15 orang tenaga kontrak,
Tabe! 2.1
Jumtah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No Janis Kelamin
Laki-lak! Ferempuan

i1' ' 44 45 _
L o

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Asei Daerah Kabupaten Kudus lebih banyak pegawai perempuan
dibandingkan pegawai lakiSiaki walaupun selisih hanya 1 arang.

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah {orang}

Pasca Safana B
1. _

2, | Sarjana y 51
"3 _|Da 7
4. . SMU 21
5 SMP -
5. | SD 1
2Y

Berdasarkan Tabel distas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai
BPFPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah
5[ zabanyak 1 orang, SLTA sebanyak 30 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 10
Orang, Sarjana {51) sebanyak 53 Orang dan Paskasarjana (52} sebanyak 8 Orang.

Mayoritas tingkat pendidiken pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana
(51} sebesar 51 Qrang.

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Fangkat

COLONGAN ' -

I Il Il | _| Jurnleh
albleld|[a | B[ C DO |albelecldlAlElc]d

al1f1i-|als|s5|zzlol1l1lal.+_]_]; ?3‘

Berdasarkan Tabel 2.3, dapat dilihat secara komposisi per golongan sebagian
besar pegawal BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan gelongan Il yaitu sebanyak
51 arang, kedua adalah gofongan Il sebanyak 10 orang, ketiga adalah golongan IV
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sebanyak 11 orang dan golongan | sebanyak 1 erang.

Tabel 2.4

Jumitah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidilan.
Mo, Jenjang ~ Jumiah
1. Pasca Sarjana g

| 2, | Sarana 52
3 D4 il
4, D3 7 .
5 | SMA& (SLTA} 21 !
6. | SMP [SLTP) 0 '
7. Isp 1 |

i Jurnkah ag |

Dari Tabel 2.4 diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana dan
sarjana berjumlah 80 orang dan keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlan 88 orang
menunjukkan kakuatan suatu lembaga jika dikelolz dengan baik. Sscara keseluruban
komposisi pendidikannya sudah mengubkupi, tetapi Untuk garfana komputerinformasi
Teknelogi (ITY maslh kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak
daesrah di serahkan ke BPPKAD, maka dbutubhkan zekali fenaga IT unduk
mengopetasikan pragram dan juga tenaga Sajana Perpajakan/ penilal pajak.

Tahel 2.5
] Esaion Jurmlzh
he Via NG | a___| o 0
I 1
1. | Kasubbidf Kepala Bidang Sakretaris Kepala Badan | 23
Kasubbag/Sub
hm- 1

[A—

2. Wetersediaan Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung Kinerja Organizasi selain SDM yang profesional juga
diperlukan garana prasarans untuk mencapai tujuan organisagi. Sarana prasarana
dan lingkungan kerja yang nyaman terssbut mampu mendarong pegawai untuk
menghasilkan kerja yang optimal,

Sarana praszarana dan fasilites pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang
terabih dengan adanya pelayanan kapada wanb pajak/masyarakat. Tuntliian untuk
memberikan pelayanan yang ssbaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerukan
sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak dasrah (1T} serta perangkat [T
kinnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berlkut Daftar Inventarlsasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD
Kabupaten kudus.

{1) Huangan:

- ruangan kepala ;1 unit
- ruangan sekretariat T unit
- ruangan bidang : 5 uynit
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- ruangan UPT 1 unit
- ruang pettemuan : 3 unit
{2) Kendaraan dinas :
- mobil ;T unit
- motor ;48 unit
(3] Alat pendukung lainnya :

- Komputer PC B3 Unit
- Nota book : 28 Unit
- Server SIMDA : 1 Lt
- Server PBB 1 2 Unit
- Printer . 13 Unit
- LCD proyektor >3 Unit
- Kamera digital . 3 Unit
- Handycam 1 Unit
- Mesin ketik standart : 3 Unit
- Mesin ketik elektronik 3 Unit
- Mesin hitung manuzl o1 Unit
- Mesin kas register » 25 Unit
- Measin kalkulator » 50 Unit
- Mesin foto copy 1 Unit
- Almari besi 10 Unlt
- Rak basi .41 Unit
- Rak kayu .11 Unit
- Filling cabinet + 85 Unit
- Brankas 4 Unit
- Almari sonok 2 Unit
- Almari kaca 1 Unit
- Almari kayu 3  Unit
- Alat pengehancur kertas Z Unit
- Papan pengurmuman 1 Unit
- White board 3 Unit
- Mesin porforasi 8 Unit
- Mejatik 1 Unit
- Meja Panjang 11 Unit
- Kursirapat 24 Unit
- Kursi tamu 2 Unit
- Kursi putar g Unit
- Bangku tunggu & Unit
- Kursi lipat 28  Unit
- Meja computer 27  Unit
- Meja kerja 88  Unit
- Jam dinding 4  Unit
- AC 16 Unit
- Kipas angin 1 Unit
- TV 4  Unit
- Ampliviar T Unit
- Karacke 2 Unit
- Wireless 1 Unit
- UPS 12 Unit
- Kamera 1 Unit
= Handycam 1 Unit
- Alat pemadam kebakaran g Unit
- Monitar G  Unit
- Printer A5 Unit
- Scanner 1 Unit
- Peralatan personal computer 3 Unit
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- Kursi rapat 43 Unit
- Kursl kerja Eselan |l 1 Upit
- Kursi kerja Eselon (|1 Z  Unijt
- Kursi kerja Eselon [V 2 Unit
- Meja kerja Esalon IV 4 Unlt

Secara total sarana dan prasarana BPPKAD adalah :

No Mama Barang ilai
Peralatan dan Mesln 8.850.955.459,67
Bahan Perpustakaan 8. 872 500,00
Azet Tak berwujud 311.030.000 00

3. Keterzediaan Anggaran

Mo Tahun Jumlah Anggaran Bumber Dana

T 2014 £2.449 453 (10 AFBD

2 2020 20.5258.486.000 APED

3 2021 306.116.064,547 APBED

4 2022 35 451, 115.000 | APBD i

Berdasarkan tabel digtas, mulai tahun 2021, BPPKAD melaksanakan Program
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputt Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak serta Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupater/ Kgta, Tahun Anggaran 2022
BPPKAD melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan dengan alokas! anggaran sebesar
Rp-315.451.114.941 tereslisas| anggaran sebesar Rp.301.076.,627.324

Capaian efisiensl anggaran dipercleh dari sumber dava aparatur BPPKAD sebagal
berikut ;

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat penambahan anggaran yang cukup besar Karena
BPPKAD melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, valtu
perencanaan, pengelolaan penyaluran Bantuan Keuangan, Dana darurat dan Bagi Hasil
Kabupaten. Berdasarkan sumber daya di atas berlkut tabel efislensi penggunaan
sumberdaya pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel 3.7 efisiens] anggaran dengan membandingkan capatan
Kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2022 Capalan kinerja sasaran sebesar
100%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 95,45%. Dengan demiklan maka
kategor pelaksanaan angyaran adalah efisien sebesar 4,55%. Dimana capaian kinerja
sasaran rata-rata mencapai dlatas realisas! anggaran.
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Uniuk mencapai target indikator SAKIP yang tinggi, BPPKAD perlu melakukan :
I. Penguatan akuntabilitas melalui keterlibatan langsung setiap pimpinan unit kerja

118

dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kineta, pelaporan kinerja,
evaluasi internal dan peningkatan capaian kineria,

Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat hasi| evaluas) SAKIP BPPKAD Tahun 2021
valtu : '

Perencanaan Kinerfa Tahunan : Mengkemunikasikan kepada pejabat yang
berkompeten terkalt prosedur penyusunan target-target kinerja sasaran dalam
rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengalokasian anggaran.
Melaksanakan monitoring pencapalan target perodik memenuhi seluruh kriteria
Capaian target dalam rencana aksi secara  petrlodik/3  bulan dipantaw
kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan anallsls dan alternatif
solusinya, terdapat mekanlsme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahu
progress kinerja yang terbary, dan implementasi reward and punishment
terhadap keberhasllan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Memarnfaatkan Rencana Aksi dalam pengarshan dan pengerganisasian keglatan
serta menjamin adanya keterhubungan yang logis antara setiap output kegiatan
dan sasaran {outcome} yang akan dicapai.

Kualltas Pengukuran : Mefaksanakan pengumpulan data kinerja atas Rencana
Akst secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).

Implementasi Pengukuran : Melaksanakan revisi atas IKU dan hasinva
menunjukkan kondist yang lebih baik {Ingvatif vaitu dokumen hasil reviu IKU dan
usulan Kepala OPD tentang Penetapan IKU (revisl)

Memanfzatkan hasil pengukuran Rencama Aksl untuk pengendalian dan
pemantauan : progress kinerja, untulk dijadikan dasar mengambll tindakan dalam
mencapal térget kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar menyesuikan strategqi
mencapal tujuan dan sasaran,

Penyajlan Informasi Kineria : Menyajikan evaluasi dan anallsis capaian kinerja,
bukan hanya proses realisasl kegiatan,

Penyajian 90% realisasi kinerja dapat diandalkan

Pemanfaatan Informasi Kinerja : Hasil evaluasi akuntabilitas agar digunakan
secara menyeluruh dan bersifat ekstensif dalam pertaikan perencanaan baik
perencanaan jangka menengah, tehuman maupun dalam penctapan atau
perjanjian kinerja.

Pemenuhan Bvaluasl : Menyampaikan hasll evaluasi rencana aksi dan
mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
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Kualltas Evaluasi Internal : Melaksanakan pemantauan dan penifaian atas seluruh
aksi dan peryajian perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan rencana glesi,
Pemanfaatan Evaiuasi Internai ; Menindaklanjuti 90% rekomendas) perbaikan
pelaksanaan program dan rekomendasi langkah-langkah kankrit,
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4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta afternative solusi

Tabel 3.6
keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2022

menunjukkan perbaiken ekonomi,

- keterbatasan kompetansi S0M
pengelde  pendapatan daerah  dan
kepangan daersh.

- Kurangnya pengendalian dan
pengawasan terhadap akkiviies
pemunguian pajak daerah

Mo Tujuenf Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi Cﬁi . Aniisis Keherhasilan/Kegagalan Solus! yang difakukan
1 (Meninglztkan Kermandiran Rasin kemandirfan Kevangan 16,94% | 21,02% | 124,08% | - Proporsi Pendapatan Transfer masih - Mendorong partumboban ekonomi
Kevengan Daerah Dazrah : paling besar (78,89%) dalam stuktur | dengan menoggall sumber-sumber
APBD  Kabupaten Kodus. Hel Ihi PFAD potenskal melsloi penerlmaan
menunjukkan masih tingginya yang bersumber dad pendapatan
ketergarmtungan  keuangan  daersh pajak dan refriblusi daerah,
terhadap Pendapakan Transfer. | - Menyusun  kajian/analisa  potensh
Kontribusi  PAD dalam  mendulkung pandapatan secara bertahap bk
pendapatan dasrah masih sangat kecil potensi pajek daerah, retribus
{21,02%). taerah dan laln-laln pendapatan
- Balam menetapkan target pendapatan, daerah yamg ssh  hekerfasama
belum diser=i dengan  kafian/analiss dengan pihak ketiga,
potensi pendapatan, hanya berdasarkan | - Mengoptimalkan penDeldiaan
tren kenaikan pendapatan per ahun. perusghaan-perusshaan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan BUMD  dan  BLUD  dengan
perusahaan-perusahaan daerah (EUMD) permbinaan pengelslaan keuangan
urtuk menghasiikan pendapatzn  bagi dan aset  daerah unkuk
daeraf, menghasilkan pendapatan daerah
Kualitas LKPD 100 110 100%, LKPFD mendasarkan pada Satndar Pekonsiliasl, slinkranisasi, fasillzst
memadsai | Memadal Akuntansi Pemerititah {SAF) Iporan keuangan SKRD
2 | Meningkaltnya PALD Persentase peningkatan PAD 3:25% | -17.89% | -21,14% | - Pandemi Covid-18 herdarnpak terhadap | - Memperkuat dasar fALtkuim
per tahun berhagai sektor perakonarmian, pedaksanaan kehijatan
kKhususrya dari sisi penerimaan pajak pemungutan  pajak daerah  dan
daerak, meskipun tehun ini sudah retribisi - daersh, memperbaiki

proses dan kualltas perencanaan
pendapatan  secars tenukur,
dlantaranya penyesialan NIOP PBS
F2, serta melakukan kovasi-inoves
seperti  pamberan  kemedaban
pembayaran pajgk melalyl Bank
Jateng, di tap-tap kecamatan,
melskukan psmasangan  tapplig |
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box yany ditempatkan df cash
register di Hotelf Restoran yang
refati’ besar

Meminimnalkan keboosran-
kebotoran  pendapatan  pajak
dzerah/ relrlusi dasrah dengan
pemanfaatan telmologi Informes,
penerapan metnde (or bunai dalam
tansaksi pendapatan dzerak dan
monitoring - dan  evaluasd secara
berkala.

Peningkatan kapasitas kompetens
SOM  mefalul  pendidikan  dan
pelzthan telmis seperi  Bintekf
Diklat tentarg perpajakan, bintkek
pengelHasn keuangan daerah.
Melakukan  koordinasi  dengan
instans! terkait! pembentukan Tom
dalam meningkatkan pengendalian
dan PENOaWaSAnN aktlyltas
perpajakan salah satunya dengan
Badan Pertanahan terkait
sinkronisas| data pertanahan serta
MEnar3pkan kebiakan
pengounaan perangkat elekironik
perelam transaksi {tepping boo)
dalarm pengawasan pajak  hotel,
pajak restoran dan pajak hiburan

Indeks Pengedolsan keuangan | 93,70% | 96.52% | 103.00% | - Ada regulasifPeraturan Perundang- - Melakukan koordinasl detigan
Menmghkatrys Kuslitas dan Aget Daerah Undangan Pengelolaan Keuangan yang Pemerinizh PusatPamesintah
Pengelalaan Kevangan dan mendukung pelaksanasn program dan Proving|
Aset Daerah kegiatzn
Meningkatnya Alamtabllitas rlial Evaluasi SAKIP 829,30 7783 | 96,89% | - Komitmen pimpinan darl pengelola Melakuban koordinasi rekonsiifasi,
Kinerja Feramglat Dasrah ; nilai kegiztan dalam pernyelessian veriflkad dengan pengetola kegiatan
pelaksanaan program keglatan Se0ara tubin
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KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD}

Tabeal 3.7
AKUNTABILITAS

KABUPATEN KUDUS
_ {*dafam o nipiah
Indlkator o \
— Capalan Kinerja
Program Kinerja Target Realisasi isasi
! dan Realisas Uinit Ka
Sasaran FKegiatan/ Frogram Kinerja Capalan — Efisiens Penanggrz: Keterangan
Strateqgls Sub Kegiatan (Outcome) f dan mg:;ja M? | g Jawab ?
Keglatan Angzaran Anggaran {%]
(Output) f Sub 2021
Kegiatan
1 7 3 1 5 ] & 7 B g
Kiner] | Anggar| KinerjalAnggara | Klnerja Anqgar
R 3 an " an
PENUNJANG URUS 20.435.28 17.679.452 86,02 17,98 kretari
PEMERINTAHAR. 5 ’ eketaris
DAERA
| HABUPATEN/KOTA |
TSR | 8 w5 07
II'IE w Naaks
XICK.0.2. = " - T
Jo0r.2.0f eraangah. dar 20.564 11.55 58,22 43,78 | Kasubbag. PEP
Evaluasr Kinetia 6
Perangkat h
Jumlak dokumen | 15 Dok 15 100
Faroncanaan,
Pemganggaran dan
Evalupsi ¢ Dacrah
. Fﬂmngka 2ra,
W N Fx = usunan'l:ﬂ:mu - - )
X.012.01.0 rg’ naan Barangimt 9.554 3870 40,5 59,5
Jumiah dokumen 4 Dok | T3 100 7
pereticanaan dan
L , pelaporan ;
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Peranglat Daerah
vang tersusun
sesual stardar
Jumifah dokumen 3 Dok 3 100
Fenstra dan Renja
yang BErsusun
X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinera 11.001 7 BBG &0,87 30,13
Perangkat Daerah
la
étygrmgdgggrﬁm 8 Dok 8 160
E[Jnmn Kineja PO
ar ger-rsusun sesuar
Xxxo2az Adriniatrasi T5.800.46 T5.264. 2055 36,05 13,05 Kasubhag
Kaiangzin Parangkaf ¥ Keuangan
Dasraf
Jﬁﬁﬁ?sdmﬂf Efgﬁ?ﬂ 2 Dok & foi
Bporan Kela
K-XX.DL2.02.01 | Penyediasan Gaji dan 18.790.26 16.159.650 86 4
Tunjangan ASH 8
A o belerma | 74 ASN 74 100
PH0L1.2.02.02 Penyediaan Administrasi 103438 100.451 9711 2,89
Pelaksanaan Tugas ASN
ta
%mﬂgﬁgan PO Drlai_g 14 100
). 3001.2.02.03 Pelafsanaan 6. 762 +.14% 61,36 38,64
Penatausahaan dan
Fengu]lan/Verifkasi
Keuangan SKPD
T e Tgon | 5 0% 2 100 |
XX 01,205 Admifnistrasf 15004 8780 58,54 41,47 Kasuhbag.
Kapagawaian Umpgg
FPersngkat Daarah [
Jumfm; N 8 4 04,47
%ﬁ’?ﬂ A ROl Orang
KIE01.2.056% | Pendldikan dan Palatihan ' 15,000 8.78) 58,53 41,47
Pagawai Berdasarkan
_ | _Tugss danFungsi . - .
gumian A>H yang 6 Orang 4 6,67
| ornpetensin .
mening )
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XL 08 Administras! Umom 214482 ZRB.T742 7Fh5p2 24,08 [Kasubbag. Umpeq
Peratigkat Daarah _
é% Sfimen | 57 Dok 87 100
SWaE
SN eSO
D012 .06.01 Penyedlaan Komponen 2,960 1.756 59,31 40,69
Instalasi
Listrik{Penzrangan
Bangunan Kankor
J"srgflhkﬂmmn 24 Jenls 22 91,67
EeirliRaneyzngen
X 001.2.06.02 Penyedizan Peralalan 55.438 25.370 45,76 4,24
dan Perlengkapan
Kantor
2 sn;ga%r;anmlar 81 Jenis 57 70,37
PLXX 01, 2.06.03 Famyedizan Peralatan 0375 5155 55,45 44.55
Rinnah Tangga
%ﬂ@%ﬂ%\gan 33 Ienis| kT 90,91
{leE]
C0L2.08,04 Pemediaan Bakhan 44 19 30708 &9.63 337
Logstik Kantor .
qumiah bahan Toglstk | 14 Jenis 14 100
KXX.D1.2.06.05 | Penyediaan Barang 24.280 13.45] 5E.4 44,5 -
Cetakan dan
PeEnguandaan .
el e cetakan| 17 Jenis 14 82,35
.001.2.06.06 | Penyedisan Bahan &.408 ' 4.150 £5,33 34,61
Bacaan dan Persiuran
Perundang-undangan .
mJah hna‘ﬁa:aan 2 Jenis 2 130
. HE —unda
J01.2.06,09 Paryedenggaraan F!.apal: 171,932 158.050 01,95 B.05
Knordinasi dan
_ Kansultast SKPD _
25 Kalf 25 100

[

IEI'I 3 IJ'IEI;"
ina

l ﬂl'lErUWElS[

ok




PomeA o Badran
yang tetpelihars

. XX.01.2.07 Pangeadlzan Barang 266.397 257.468 96,65 3,35 |Kasubbag. Umpcg1
Mifik Dagraf
Panunfeng Urisamn
Pamarintah Daerak
Jumi a 19 Unit 28 152,63
R e
. 0.01.2.07.10 Pengadaan Sarenz dan 266,391 257.468 05,65 3,35
Pracarana Gedung
Kantor atayBangunan
Lainmy=a '
égp,‘ll&h an 20 Unit 29 100
Bra n I
lﬁ(.ﬂﬂﬂf,i',ﬂa Penyadizan Jaza T GOT.556 577524 85,05 4,05 Kasubbag. Limpe
Penunfang Urusarn
Pamerinishan Dacrah .
Hiial jasa 17 {7 o5
penunpandiruean | oreng
0002 08,00 Pervwadiaan lasa Surat 14,500 7.285 68,79 31,71
Menyurat T
umlah_ rln?ved]aan i
Eerak Erl'q surat, dens > e
Ea_[g_& Eﬁ:umen
L0012 08,02 Fenvedizan Jasa 35.750 23,554 45,09 34,11
kiomunikas!, Sumber
Dava Alr dan Listrik
K Jasn 12 12 100
) Bulan
P Xx.01.2.05.04 Penyediaan Jasa SE1.450 546,084 97.4 2.6
Pelayanan Umurn Kantor
Eﬂiﬂﬂtﬁm A 17 17 100
- enaga kantra Orang
Y XX 01 2 09 Pemafifaraan Barang F11.790 271.104 70,87 20,09  [Knssubbag, Dmpeg
tFNk Daerah
Pancnfang Urosan
Pemarintafion Daarah _
ﬂmfng Barang Wilik | 184 110 59,78
Un#

57




00120502 %@g# Bava 227.078 190,162 43,74 16,26
Pazjak, dan Peanman
Kendaraan Dinas
Operasionzl atay
Lapangan_
a;;gi r%(g"{' 129 Unit; 55 42 64
sigar
X.XX.01.2.09.05  |Pemeliharaan Meba| . 3504 2.200 62,79 72
%lmﬁammﬂ:eleur Yand | 15 Unit 15 100
N 01.2.0008 oan Mesi Lglnnyta n 19.801 927 14 44 B&
Junlah peraata
ket yang diperbaikd 10 10 100
XIHXOL2.059.10  |Pemeliharzan/Rehabilita
ol.606 53,3
s Sarana dan 18515 0.7
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainrny2
Penkapa 30 Unit 30 100
n dan
Pamalatan
Gedung
Kantar yang
b.02.02 e
. pEH 288.212 278.011.7 98,13 3.87
K AHGAH DAERAH 203 16
Peissnasn 100 100 100 i
irta_lhﬂgsijglml!l] ﬁéﬂde persen Kabid Anggaman
Iang gesual
etentuan
eraturan
EErundang—
_ ndangary
Capafan realizasi s 86,17 0,71 Kabid
pembayaran parsehn Perben '
belarie PO isharaan

a8




Razsfa tahapan 100 100 100 Kghi
amyusunan LKPD #hid.
speguyai kotentuan parean Alaminnai
perafuran
jarundang-
8.02.022.M Koord) undangan
R s rasi dan 107347 B30, FENS] id Amar
Fanyusunan Rencana k| i Eg 7648 Rabid Anggaan
Anggeran Daerah
Jumiah Dokumen | D DOR 2 160
: Anggaran Daecal
50002200101 |Koordinasi dan 3112680 0 488 d3,68 16,327
Pemeusynan kUA dan
PBAS
Jumlah dgkumen 2 Dok Z 100
KLA cfart PPAS
A0 02.2.00.02  |Koordinasi dan 1BR.667 143,739 Fralz 22,58
Peryusunan
Ferubaban KUa dan
Penrhahan FPAS
Jumlah dokymen 2 Dok 1] 0
Perubahan KUAdaR
5.0 pordinas| 4 PRAS
5.02.02.2.01.07 E% inas 7857 5]
348.734 274, s 33
b -
AFBD dan Peraturan
kepata Dagrah
tentang Penjabaran
- APBD
Tumlak Dyecumen 2 Dok 7 100
Persturan Dagrah
dan Paraturan Bupati
T 1entang APBD
5.02.02.2.01.08 C ”IP?EE‘!' Meauran 297 483 142,253 02,53 a7
rupahan n
ML
| ru Eﬁl:an
Jumlzh dokymen 2 Dok 2 100

Perubafan Perdadan

Perbup APBD

Ro




juknis danpetunfuk

[%.02.02.2.02 W 223.565 186 426 LR 16,62 Kabid.
eh 2 Daerah Ferbendaharaan
Jumiaft dekumen 12 Dok 12 100
faporan realicas
be.'a.m': Parangkat
5.02.02.2.02.01 ﬁg%g@ggms Daerah 115.900 58.141 85,54 14,35
Jumlah koordlnash ke | 3 Kali 3 1100
. pusatie prowinsi
p.02,02.2.02.05 44.00 . B 1d 30,88
L K 'I'E'aélﬂan 0 30.411
RN
Jumiah Laporan Fit 0 100
dana fransfer yang | Laporn
Erverfikas
[-02.02.2.02.07  |Koordinas! dan 22,000 19.215 o/, 34 12,66
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaandan
F‘mgeluarm kas Daerah,
lT:ln Allran Kas, dan
tongan
Eﬁﬂlﬁt ak Ketiga
Jumizh P20 yang | 6954 10028 1447 -
sesual standar S5F2D
202,02, 20210 penyysunan Petunjuk 41 585 37 660 Q0,34 9,60
Taknis Administras|
Keiamgan yang Berkailan
dangan Panerimaan dan
Fengaluaran Kas sotts
Fenatausahaan dan
Pertanggungiawsban Sub
Kegiatan
. Jumlah dokumen 15 ok 18 120
PerbupfSi/PKS
terkalt bidang
__| perbendaharazn
Jumnlah sosialisasi & Kali 6 100

Gl



terbany bidang

! perbendahataan
5 02 02203 Foordingss dan 560437 SR0.002 Fo i 14,21 Kabid.
Falaskzanaan Akuntarss Akontansi
dan Pelaporan
Kedangsn Dsorah
Jumifaf Laporan T Dok T
tehapen
penyusanan LKED
5.02.02.2.03.03 E-%ﬁrérnm Pemyusuian 67,670 57.199 916 874
Hgungimwaban
Pelzksanaan APEL
Bulanan, Triwulanat dan
Sermesteran
i Junlah Dokumen 1 Dk 1600
Pertanggungiawaban
Pelal=angan APBD
Eutanan, Triwulanan
dan Semesteran
02,022 .03.04 E%?f's@%d o 21 000 198 557 90 d 0,7
Emenhtah Desran.
paan, flokurmer 1 Dok 100
ggLel?gﬁan Pemerintah
B2 02.2.03.05 Koordinss| dan 264,325 213.605 A ET 19,19
Panyusenan Fancangan
Paraturan Daerah
tentang
Peranggungjzwaban
Pelaksanaan APBD
Provinel dan Rancangan
Peraiuran Kepala Daersh
tentang
jabaran
e
1] 8,3 ol
Jurtlah dekurmnen 3 Dok 100
Ranperda, Perdadan
Perbup Lentang
e

€l




5.02.02.2.03.09 PE“';"LIELII'HI"I H;Ebljﬁkﬂl'l 5766 R.376 83,24 b, 75
dan Penduan Teknk
Operasional
Femyelenggarean
Akuntansf Pemarinzmb
Daerah
Jumlah dokurmen 1 Dok 1 100
Perbiup tentang
feblakan Akuntansi
: Pamerintsh Daerah
P.02.02.2.03.10  Penyusunan Skstem dan 6.566 5,061 75,92 23,08
Prosedur Akuntansi dan
Pelaparan Kebamgan
Pemerfntah [hemh
Jumilah dokurmen 1 Dok 1 100
Perbup Sistem dan
Prosedur Akuntzans
Pemerintah Daerah _
pr02-02.244 Penunjang  Urusan 287.355. 276.523.66 3623 377 KBl
Kewanangan o78 4 Perbendaharaan
Pangelolaan Keuangan
Haerah
Jumfah dokunran 12 Dok 12 oG
faporan pengelofaan
: Kauangarn deerah
2.0202.2.04.08  |Analisis Perencanaan dan 250.039, 249.939,53 99,5 0
Penyaluran Ea tytusn 41g 1]
Keuangan
Bantuan Keuangan 1 Tahun 1 100
5.0202.204.09  |Pengelolaan Dana 18.665.0 7534032 1251 57,49
Darurat dan Mendesak 58 —
Dama Diarrak 1 Tahun 1 100
-02.02.2.04.10  |Pengelolaan Dana Bagi 18.650.1 18.650.10:2 100 - -
| Hasil Kahupatan/Keta o0z |
Dana Bagl Hasll 1 Tahun 1 100
i Kabupaten
[5.02.03 PROGRAM 3.515.05 3.341,051 RLAES 4,95 Kabid.
| PENGELOLAAN & | Pengelolaan

g




BARANG MILIK
DAERAH Aset
Persentase jumilsh 95 99,54 105.2
koreksi audit BPK PErsan
terhadap fotal asef
yang dimlliki
Pemerintah Daerah
[f.02.03.2.01 Pengeioiaan  Barang 3.515.05 3.341.051 95.05 255 Kabid.
Milik Daerah 5 Pengelalzan
— et
Jumfah Laporan id Dok 14 100
— FPengelalgan BMD
5.02.03.2.00.00  |Penyusunan  Standar 404,855 372432 91,53 2,01
Harga )
Jumtah dokumen S55H, | 3 Dok 2 66,67
ASE dan AHSP
{Analisz Harga Satuan
_ Pekerjaan]
5.0203.20L.02  |penyusunan  Standar 20.084 B.o21 44,31 5T
Barang Mk Daerah dan
Skandar tebutuhan
Barang Milik Daerah —_
Jumiah Delkumen 1 Dok 1 100
StEndar Belanjadan
Standar Kabutrhan
BMD
5.02.03.2.01.04 PamyusLinan kzhifakan 7070 3 4,35 85,67
Pengelplaan Barang Miik
. Daerah
Jumnlah dokurmen 1 Dok | o}
Perbup tentang
Kehljakan FPengelolazn
BMD .
50203, 2.01.05 Penamusahaan  Barang 97 483 25.047 BS.2q 1276
Millk Dzerah
Implementasi dan 34 DPD 34 100
. 5 Fasifag|
20203.2.01.07  pengamanan  Barang 2202 71 2.130.505 56,74 EFL
Mk Deerah 6

b3




Craerah

Jumlah BMD yang 1385 1445 104,33
dilaksanakan Pensertifi
pengamanan katan
020320108 |Penilsian Barang MBk 79.442 B6.549 BT 15,23
[aerah
Jumlah dokumen 1 Dok 3 300
Appraigal
p.02.02.2.01.09 | Pengawasan dan 22698 16.664 7341 25,59
Pengendalian
Pengelslaan Barang Mk
Daerah
Jumizh Laporan 1 1ap 1 100
Monev Pengekolzan
i EMD
5.02.03.2.01.10 Egy_lgﬁ]ésﬂnmmunaan, SR0.707 cE0.279 .09 301
Femnindahtanganan,
Pemusnaharn, dan
Penghapusan Barang
Millikc Prarrah
B?nl?ggtﬁfkan T Lok 1 o0
Pemanfaatan,
Pamindahtarwganan,
Pemusnaban, dan
Ferghapusan Barang
Milik Daerah
02.04 Egmﬂﬁ,b 2 287.51 2.144.408 EENES £.26 Kabid.
AERAH 2 Pendapatan
parsentase realizasi pé‘ﬂn 86,1 HE, 1
) FAD
l5.0z.04.2 07 Ee far Pengelofaan 3 287 51 2.144.408 93,73 6,26 Kabid,
—_ a Pendapatan
Junlah Realisast oFdis, 359 104,01
. A0
Fﬂlm.zﬂlﬂl &m%ﬁﬂ PEﬂgEID]aan 3,027 3 500 ﬂ:ﬁ?_ [N E!
Jumlah Dokumen 4 Bok 2 100
Petenicanaan Pajak




E.DE.CH.EUI.DE & hialiss 131,709 09,194 75,31 24,65
Han
Jumlah dokumen 1ok 1 100
. kallan pajakdaarah

>-02.04.2.01.03 %’%% Hisa Keblfakan 802.674 592,028 W | L7

Jumizh WP yang 141 WP 141 100
| mengikut| soslalisask

kebijakan pajak
daerah

020420004 15 i]al'_%Ed- e hengeﬁaan 213.278 212,508 58 032
Jumlzh Sarana dan 1 Pakst 1 100
Prasarana Fengelulaan

_ Pajak Daerah

5.02.04.2.01.05 Eéﬂﬁaﬁaﬂn ?ﬂ:lj'eli Pajak 24 46D 24 081 5515 1,55
Jurnlah Data Wajib | ARPHL 15436 102,91

| Pajak Dagrah Baru

R 02.04.2.01 .08 E?quﬁa aéﬁé 105.000 107,688 EEE: 2,2

IS Etﬂ
Jumiah lapatan 1 Liok 1 100
pengelntaan basisdata
I pajak dasrah
5.02.04.2.01.07 %an Ak Bumi dan 7.893 6.554 B3,04 16596
&an i 368
Eﬁﬁlll im unan

Jumlah Cbyek PEE P2 | 16 OP 20 125
dan BPHTBy&ng

. dinilal

5-02.04.2.01.08  |Eenetapan Wajlb Pajak 150,272 134.306 75,38 1042
Jumiah Dokumen | S3590 401252 100,56
Penetapan WajibPajak

= Daerah

Enl.ﬂ#.z.ﬂl.ﬂﬂ layara0 :gﬁ" Konsultast . 38 447 25969 76,39 23,61
|

&5




Jumhah WP yamg
mendapatkan
pBelayanan

12911

161,39

502,04, 201,10

7] 0 dan ¥ e
%he aporan ﬁa

6.000

2.750

45,53

LE B

Jumitah Laparan

fahunan penelitiandan

verifikasi data

pelaporan pajak
dasrah

1 Dok

140

5.02.04.2.01,11

Fenagihan Pafak Daerah

b52.4414

19155

0,5

Jumiah laporan

pangelalaan piutang
Pajak dacmh

1 B0

104

p02.04.2.01.12

-Bﬁa"lrceﬁaﬂéir%% Keberatan

1%

5440

7537

24,08

—_—

Panyelasaian
Keberatan Pajak
Caarah

D&EI'I'IE

90

180

302.04.201.13

Eégmlhn
nlr:lEn-'.r.a'm.!u'g‘l':rII F‘éﬁk Dagrah|

342,139

281.007

8213

17,67

Jumlah laparan
pelaksanaan
pengendalian |
pemeriksaan dan
penyawasan pajak
daarah

1 Dok

100

F.GE.M.E.DLH

Emmammlanl??‘;ﬁlgeluhan

2.505

2.358

o007

R

———

Jumlah Iapcuarr-

- —

perbinaan dan
peRgawasan

pengeblsan retribust

daerah

1 Dok

100

JUMLAH

315.45]1.1
15

201, 086.62
9

Ttir—

o545

Sangat
fingal

TR
“Fingei

ab




Penggunaan sumberdaya anggaran untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp.201.076.527.324
darl total pagu anggaran sebesar Rp.315.451.114.941, Hal inl berart! ada efisiens; anggaran
sebesar Rp.1{.296.604.881 (3,4)%.Penyerapan anggaran balarja tgahun 2022 sebesar
95,44% dari total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program 13 kegiatan.
Apablla dibandingkan antara indikator kinerla dan pencapaian sasaran terealisasi sebesar
423,56% dengan kategori sangat tinggl, dan ada efislensi anggaran 3,4% menunjukkan dana
yang disediakan untuk pencapaian sasaran BPPKAD tahun 2022 telah tercapal.
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5. Program/kegiatan yang menhunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berikut tabel programy keglatar yang menunjang

keberhasilan :
Tabel 3.6
Keberhasllan/Kegagalan Capafan Kinarja Tahun 2022
Mo Feglisas % . .
Pregrai Keglatan Indlkatat Program/Kegiatan Targat | Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagatan Solust yang dilakukan
1 (PROGRAM PENUNIANG URUSAN | Indeks kepuazsan masyarakat a357 88,20 Mendngkatkan kualitas layanan kepada Inovasi pelayanan yang cepat dan
PEMERINTAHAN DAERAH ataskinerja perangkat daerah | Indeks |iIndeks [105,86%)| OPD dan masyarakat/wajib Pajak [WP) mutlah
KABUPATEN/KOTA (BPPKAD}
Faerencanaan, Penganggaran, dan Jumfah dekumen Perencanaan, 15 0ok | 15 Dok | 100% | Komitmen kinerja darl semus unsur Komunikasi, koordinas dan
Evaluasi Kinarja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi peleksana evalvag yany intensif dengan
Perangkat Daerah Efdang-Bidang
Administrasl Keuanoan Perangkat Jumialy dukumen admintstrasi dan | & Dk BDok | 100% | Reguasi vang mendukung pengeldaan Komunikasi, koordinasi dan
Daerah petaporan keyangan keuangan daerah verfikas| agar kpat wakty,
tertll, cepat dalam pelaksanaan
_ administrasl kayandgan
Adrministras] kKepegawaian Perangkat | Jumlsh ASH yang mengibuti 6 Orang |4 Qrang [ 66,67% | Diklat menyesusikan tdak sesuai Seleksi pernlihan Diklat yang
DCaerah pendidikan dan pelatinan formal kebutuhan crganisasi sesuai kabutuhan organisas|
Adminisieasi Umum Perangkat Jurnlah dokurmen pengelolaan 5/ Dok |57 Dok | 100% | Komiten kineria darf semua unsyr Koordinasl dengan Bldang-
Daerah umum dan kepegawalan yang peleksana Eidang
tersusun sesugi siandart
Fengadaan Barang Milik Daergh Jumitah pergadaan mebel, 19 Uit | 19 Unit | 152,63% | Ada beberapa barany yang spesifikasinya | Perubahan dnclan DPA
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perlengkapan dan peralatan kantor sudah disesntinues
Peryadiaan Jasa Penunjang Urusan | Jumiah Jasa penunjang wrusan 17 Orang (17 Qrang|  100% | -
Pemerinahan Dgerah pemerintzhan daerah
Pemelharaan Barang Milik Dasrash Jumilah Barang Tilik D&Efﬂﬁ T 184 unit 110 Unit 59,78% | Keterlambatan pembayaran Pajak HMambuat buku penjagaan jatih
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Bermotor tempe pembayaran Pajak
Daerah Daerah yang Erpelhara kendaraan Bermotor
2 |PROGRAM PENGELOLAAM Persentasa klasifikasi dan 100 100 100% | Regulasifperaturan Perundang-undangan
KEUANGAN DAERAM kode rekening balania yang PerseEn | persan ¥ang mendukung pengelolzan Keuangan
sasiai ketentuan peraturan daerah
pervndang- undangan
Capaian realisas| pembayaran a5 86,17 [ 90,71% | Belanjz modal pemyusenan dan Evaluas| Mernpedomeant requlasi atau
belanja PD persen | parsen Rencana Pembangunan Lndusiri (SIHT Petaturan Perundang-Undangan
pemangunan Sarana Disoiisk
Pzrdangangan tidak terealisasi

ug




Rasin tahapan penyssunan 100 100 100% | Pegulasi/persturan Perundang-urdangan
LKPD sesual ketentuan parsen | parsen yang mendukung pangalblaan Kauahgan
peraturan perumdang- dagtah
undangan -
Koordinasi dan Penyusunan Rencana | Jumlah Dokumen Anggeran Deersh| & Dok BDok | 100% | Regulaslperaturan Perundang-undangan | Mefakukan koordinasi, konsulasi
Anggaran Dacrah yang mendukung pengelolaan Keuangah | dengan Pemerintzh Pusat
daerah fPemeatintal Prowinsi
¥oordinasi dan Pengelolaan Jumizh dokurmen laporan reatisasi | 12 Dok | 12 Dak | 100% | Regulasifperaturan Perundang-undangan | Sosiallsas! Requiasi pengelolaan
Pesbendaharaan Daerah belanfa Peranglat Daergh yang mendukung pengelclasn Kevarman | keuangan daerah kepads OPD
dagrah
Koordinasi dan Palaksanaan Jumnlah Lapaean tahapan 1 Dok 1Dok | 100% | Regulasipemturan Penmdang-undengan | Keordinasi dan Kaonsykasi
Akuntansi dan Pelaporan Katangan penyusunan LEKPD yang mendvkung pengaolan Keyangan | dengan Pemerintzh
Daerah daerah Pusat/Pemmerintah Provinsi
Penunjang Urusan Kewenangan Jumbah dokurmen lapoman 12 0ok |12 D0ok | 100% | Regulaskperaturan Perundang-undangan | Kpordinasi dan rmonitoring
Pengetolaan Keuangan Dagrah pergelelaan keuangan dasrah yarg mendukung pengelolaan Kewvangan | pelalsanaan pada QP pengelola
. daerah Dana Bantuan Keuvangan
PROGRAM PENGELOQLAAN Persentase jumiah koreksi 45 99,94 |105,2%
BARANG MILIK DAERAH auditBPK terhadap total aset | persen |persen
yvang dimiliki Pemeriniah
Dzerah o
Penge|olaan Barang Milfk Daerah Jumlzh Laparan Pengelolaan BMD | 14 Dok |14 Dok | 100% | Belum oprimalnya penggunaan, Rekonslliash Aset/BME secara
pemanfaaten, pemindahtanganan, harkala derwgan OPD
— pemusnahan dan penghapusan B
PEOGRAM PENGELOLAAN perseniase realisasi PAD 100 102,67 (102,67%0
PENDAPATAN DAERAH persen | persen
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Jutrilah Realisasi PAC 374 Miliar | 416,45 | 111,35% | - Kenalkan tersebut diantaranya karena - Membangun dan
Daessh Miliar Optimalisasi PAD, penyesuaian nllal jual | mengambangkan
abyek pajak, pemantavan transaksi pajaly  sistemfaplikasi  based  data
melalel digitatisasi elekironlk di potens- pendapatan dan kewangan
potznsi pandapatan - Memyusun  kajlan potensi
pendapatan dasrah
- Memperfuat  dasar  hukum
pelaksanaan kebifakan

pemungutan pajak daerah dan
refribusi daetah, memperbaik

pITIGES dan kualitas
pEreNCANAR T pendapatan
sstam terukur,  diantaranya

g




penyesuaran NIOP PBE P2, sarta
melakulan Inovvas|-itivasi
sepertl pemberan kemudahan
pembayaran pajgk melahd Bank
Jateng, di tHap-tiap kecamatan,
melakukan pemasangan
tapping box yang ditempatkan
di =sh register di  Hotelf
Restoran yang relatif besar,

- Meminimalkan kaboooran- -
kebocoran  pendapatan  pajak
dawerah{ retribusi daerah dengan
pamanfaatan tekmobog
Informasi, penerapan rmemde
mon tunal dalam  trensaksi
pefidapatan daergh dah
monitoring dan evaluasi secra
barkala,

Fin|




REALISASI ANGGARAN

BFPKAD melaksanakan tugas pokok dan fungs! unsur penunjang hbidang
ketfangan, dalam mendukung Misi Ke 2 Bupatl, untuk mewujudkan pemerintahan yang
handal untuk peningkatan pelayanan publlk  dicukung anggaran sehesar
Rp.315.451.114.941 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 13 keglatan.
Berikut anggaran dan rezlisasi belanja BPPKAD tahun 2022,

Tl



Tabel, 3.12

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN KUDUS

Indi Persantase
ndrkatar - Capalan Kinarja
Prograrn Kinerja Target Raallsasi ' .
= danReal Unit Kerja :
Sasaran {Kegiatanf Program Kineria dan tl:apaian arlz:m Penan;]u Keterangan
Strategi Suly Kegiatan (Qutcomne) f Anggaran Eﬂ.,ja 21 ng Jawak
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Panggunaan  sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran  adalah  sebesar
Rp.301.076.627.324 dari total pagu anpgaren sebesar Rp.315.451.114.941. Akuntabilitas
per@mnggunjawaban keuangan baik rulal darl perencanaan, penatausahaan sampal dengan
pertanggungjawaban keuangan telah ditaksanakan sesual peraturan Perundangan-undangan
vang hedaku. Pencapaian realisasi cukup tinggl sisertal pencapaian target output kegiatan
sesual yang ditargetkan.

Berdasarkan tabel di atas ada efisiensl anggaran sebesar Rp. 10.296.604.881 (3,4)%.
Penyerapan anggaran belanja tahun 2022 sebesar 95,44% dar ttal anggaran yang
dialolasikan untuk melaksanakan 4 program 13 keglatan. Apabia dibandingkan antara
Indikator kinerja dan pencapalan sasaran terealizasi sebesar 425,56% dengan ketegaori sangat
finggl, dan ada efisiensi anggaran 3,4% menunjukkan dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran BFPKAD tahun 2022 telah tercapal.
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BAB IV
PENUTUP

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Kudus sebagai Badan yang mempunyal tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan dan pengelolaan
keuangan daerah mempunyal fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang
pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi
tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sarana
prasarana dan sumber dana secara efisien dan seefektif mungkin.

Salah satu kundl utama penentu keberhasilan suatu organisasi adalah komitmen yang

kuat darl pimpinan dan didukung semua staf Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk memfokuskan sumber-sumber

daya (resources) organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi BPPKAD.

Keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kudus dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2022 dilinat dari skala penilaian

capalan kinerja semua target sasaran yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan Kemandirlan Keuangan Daerah dengan target 16,94% dengan
realisasi 21,02% dengan persentase capaian 124,08% sehingga capalan kinerja
berkriteria sangat tinggi (91% < 100%)

2. Meningkatnya PAD target 3,25% realisasi -17,89% persentase capaian -21,14%
capalan kinerja berkriteria sangat tinggi (91% = 100%)

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah target 93,70%
realisasi 96,52% pErs'entasé capaian 103,11% capaian kinerja berkriteria sangat
tinggi (91% < 100%)

4, Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan target nilal 80,10 realisas
dalam proses evaluasi Inspektorat Kabupaten Kudus.

Sangat disadari bahwa laporan inl belum sempurna sepertl yang diharapkan, namun

pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus selalu diupayakan untuk meningkat

kinerjanya pada tahun-tahun berlkutnya Demikian laporan akuntabilitas kinerja

Instans] Pemerintah (LKJIP) Takun 2022 BPPKAD Kabupaten Kudus, semoga dapat

rnenjadi bahan pertlmbdnganfevaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, 2023
REfﬁhhﬁﬁDﬁNFEHGEhGLAHN

KEUANGRN DAN
AERAH,

-—|I BEPPKAD .""
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